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MOTTO 

َٰلىكيمٓ  مى َٰ لُّ َٰيَىً َٰلَى َٰءىامىنيواْ َٰٱلَّذًينى ا َٰٱلنِّسىآَٰ  أىيػُّهى َٰتىرثًيواْ رٓ  أىف َٰكى َٰتىعَٰٓ  آ  قٓ  ءى َٰلتًىذٓ  كىلَى بيوآَٰ  ضيليوىينَّ ىى
َٰمىآ  ببًىع َٰإًلَََّٰٓ  ءىاتىََٰٰٓ  ضً َٰيىأَٰٓ  تُييوىينَّ حًشىةٓ  أىف َٰبًفى  َٰبٱًؿَٰٓ  ٓ  مُّبػىيػِّنىةَٰٓ  تًينى َٰٓ  ريكؼَٰٓ  مىعٓ  كىعىاشًريكىينَّ

رهًفىإًفََٰٰ َٰفػىعىسىى َٰٓ  كى يٓ  اَٰكىيىجٓ  َٰٔٓ  رىىيواَٰشىيٓ  أىفَٰتىكَٰٓ  تُييوىينَّ ثًيرٓ  رٓ  عىلىَٰٱللَّويَٰفًيوًَٰخى 1ََٰٰ.آ  اَٰكى
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila 

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 

secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa‟ [4]: 19).
2
 

  

                                                           
1
QS. An-Nisa‟ [4]: 19. 

2
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-

Qur'an, 1995, h. 47. 



 

viii 

 

BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA NIKAH DALAM 

PERSPEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KOTA 

PALANGKA RAYA 

ABSTRAK 

Program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin merupakan 

pengganti program dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang dirasa belum memadai 

untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam 

berumahtangga dan tidak terorganisirnya program tersebut secara keseluruhan. Adanya 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah yang diberlakukan oleh Kantor 

Urusan Agama, maka fokus penelitian ini berusaha untuk mengetahui mengapa calon 

pengantin usia nikah perlu mendapat bimbingan perkawinan, bagaimana proses bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin usia nikah, dan bagaimana monitoring pelaksanaan 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. 

Penelitian pada tesis ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji 

hukum dari sisi penerapan atau perilaku hukum dalam masyarakat atau dalam kenyataan 

empiris. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan dengan 

terjun ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data terhadap fakta-fakta aktual di 

lapangan mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya dalam 

melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

usia nikah dalam perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya 

ialah; Pertama, calon pengantin usia nikah perlu bimbingan nikah karena program ini untuk 

panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan memberikan ilmu agama dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bekal mereka terhadap 

hak dan kewajiban suami-istri atas asas hukum Undang-Undang Perkawinan dan 

munakahat. Kedua, dalam proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah di 

mana ketika catin mendaftar ke KUA ada 2 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pada 

masa 2 hari tersebut para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sebelum 

hari H-nya baik catin pria maupun catin perempuan beserta walinya akan diundang untuk 

menghadiri acara bimbingan perkawinan dan mendapatkan sertifikat sebagai keabsahan 

pelaksanaan bimbingan perkawinan. Ketiga, monitoring pelaksanaan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin usia nikah adalah calon pengantin dan fasilisator 

bimbingan perkawinan mengisi data di aplikasi atau website resmi Sistem Informasi 

Manajemen Bimas Islam, di mana lewat aplikasi atau website tersebut Kementerian Agama 

Pusat dapat melihat sistem atau penyelenggaran bimbingan perkawinan yang dilaksanakan 

oleh Kantor Urusan Agama setempat atau Kementerian Agama setempat. 

Kata Kunci: Bimbingan perkawinan, usia nikah, perspektif, Kantor Urusan Agama. 



 

ix 

 

MARRIAGE GUIDANCE FOR BRIDE AND GROOM AGE IN THE 

PERSPECTIVE OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN THE DISTRICT OF 

PALANGKA RAYA 

ABSTRACT 

The marriage marriage counseling program for the bride and groom is a substitute for 

the program of the Prospective Bride Course which is considered inadequate to provide the 

knowledge and skills needed in the household and the overall disorganization of the 

program, so that pre-marital marriage guidance for prospective bride and groom is a new 

step in optimizing the guidance of the bride and groom for them so that in the future their 

household life is better for the bride and groom in the family. There is a marriage guidance 

for the Bride of the marriage age that is imposed by the Office of Religious Affairs, then 

the focus of this research seeks to know why do brides and grooms need marriage guidance, 

how is the marriage counseling process for marriage age brides, and how to monitor the 

implementation of marriage guidance for prospective brides of marriage age. 

Research on this thesis is sociological law research by reviewing the law from the 

application side or behavior of the law in the community or in the empirical reality. This 

research field research that is research conducted by plunging into the field to dig and 

collect data on the actual facts in the field about the role of the Office of Religious Affairs 

sub-city district Palangka Raya in conducting marriage guidance for prospective bride-age 

brides. 

The results showed that marriage guidance for the bride of the marriage age in the 

perspective of the Office of Religious Affairs sub-city of Palangka Raya is; First, bride and 

groom of marriage age need marriage guidance because this program is for guidance in 

living domestic life by providing religious knowledge and Law No. 1 of 1974 concerning 

Marriage as their provision for the rights and obligations of husband and wife to the legal 

principles of the Marriage Law and community. Second, in the process of marriage 

guidance for prospective brides of marriage age when catin registers at the Office of 

Religious Affairs there are 2 days before the marriage contract is held. During the 2 days, 

the bride and groom who will carry out the wedding before the contract day, both the bride 

and groom and their guardian will be invited to attend the marriage guidance program and 

get a certificate as the validity of the marriage guidance. Third, monitoring the 

implementation of marriage guidance for brides and grooms of marriage age candidates is 

the bride and groom facilitator marriage guidance data fill in the application or the official 

website of the Islamic Community Guidance Management Information System, where 

through the application or website the Central Ministry of Religion can see the system or 

delivery of marriage guidance implemented by the local Office of Religious Affairs or the 

local Ministry of Religion. 

Keyword: Marriage guidance, age of marriage, perspective, Office of Religious Affairs. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama Islam 

khususnya dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan al-Qur„an bahwa 

pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, keturunan, 

dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, sosial, hukum 

normatif dan adat.
3
 Hal ini tertuang dalam Qur„an surah an-Nahl (16) ayat 72 yang 

berbunyi: 

ةنَٰكىرىزىقىكيمَْٰمًنىَٰ َٰكىحىفىدى َٰلىكيمَْٰمًنَْٰأىزْكىاجًكيمَْٰبىنًينى َٰلىكيمَْٰمًنَْٰأىنػْفيسًكيمَْٰأىزْكىاجناَٰكىجىعىلى كىاللَّويَٰجىعىلى
َٰكىبنًًعْمىتًَٰاللَّوًَٰىيمَْٰيىكْفيريكفَٰٓ  الطَّيِّبىاتًَٰ  .4أىفىبًالْبىاطًلًَٰيػيؤْمًنيوفى

Artinya: Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian 

sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu 

keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.” (QS. An-

Nahl [16]:72).
5
 

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-

mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan 

keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak 

yang shaleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, atau semata menyalurkan 

                                                           
3
Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazdhab cet, 2; 

Jakarta: PT Heza Lestari, 2006, h. 1. 
4
An-Nahl [16]: 72. 

5
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Terjemah, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf 

Al-Qur‟an, 2008, h. 134. 



2 

 

 

kebutuhan biologis semata. Akan tetapi, Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah 

satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek 

kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap 

kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.
6
 

Pernikahan Islami dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina 

melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan. Memelihara 

kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab 

dan kesempurnaan petunjuk ilahi menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.
7
 

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat 

dalam Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Kompilasi 

Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
8
 

Hal ini merupakan dasar bagi para calon pasangan pengantin merupakan anjuran 

bagi setiap makhluk hidup terutama bagi manusia yang mempunyai kelebihan dan 

kemampuan dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya dengan melalui pernikahan 

                                                           
6
Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2013, 

h.38. 
7
Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga Kairo 

Mesir: PT Gelora Aksara Pretama, 2008, h. 2. 
8
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: 

Sinar Sindo Utama 2015, h. 3. 
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untuk mencapai perkawinan itu sendiri dengan mengutamakan norma agama, sosial, adat, 

dan hukum normatif. Ketentuan kawin/menikah itu sendiri mempunyai alurnya sendiri, 

karena untuk mempunyai pasangan dalam kehidupan berumah tangga, perlu adanya i„tikaf 

baik seperti batas usia bagi manusia dalam melaksankan anjuran ilahi. Rasulullah bersabda: 

حدثناَٰعمرَٰبنَٰحفصَٰبنَٰغياثَٰحدثناَٰالأعمشَٰقاؿَٰحدثنيَٰعمارةَٰعنَٰعبدَٰالرحمنَٰبنَٰ
يزيدَٰقاؿَٰدخلتَٰمعَٰعلقمةَٰكَٰالأسودَٰعلىَٰعبدَٰاللهَٰفقاؿَٰعبدَٰاللهَٰكناَٰمعَٰالنبيَٰصلىَٰاللهَٰ

َٰ َٰيا َٰسلم َٰك َٰعليو َٰالله َٰصلى َٰالله َٰرسوؿ َٰلنا َٰفقاؿ َٰشيئا َٰنجد َٰلَ َٰشبابا َٰسلم َٰك معشرَٰعليو
َٰلمَٰ َٰمن َٰك َٰللفرج َٰأحسن َٰك َٰللبصر َٰأغض َٰفإنو َٰفليتزكج َٰالباءة َٰمنكم َٰاستطاع َٰمن الشباب

 )يستطعَٰفعليوَٰبالصياـَٰفإنوَٰلوَٰكجاءَٰ)ركاهَٰالبخارم

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada 

kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al 

A‟masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari „Umarah dari 

Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama „Alqamah dan al 

Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata  : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan 

para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda 

kepada  kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu 

berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan 

dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah 

berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa 

nafsu”, (HR. Bukhari).
9
 

Hadis di atas menyatakan bahwa bagi para pemuda bila sudah mampu berumah 

tangga maka laksanakanlah perkawinan atau pernikahan tersebut. Akan tetapi, dari hadis 

tidak dijelaskan bahwa batasan usia bagi para pemuda-pemudi untuk melaksanakan 

pernikahan, karena ketika seseorang ingin menikah harus diukur dengan kedewasaan, di 

                                                           
9
Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari V, Beirut: Dar al-Kitab al-„Ilmiyyah, 

1992, h. 438. 
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mana bagi perempuan dengan mentruasi dan mimpi basah bagi laki-laki. Kedewasaan 

bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara 

fisik. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda konkrit yang dapat dipergunakan 

sebagai standar bagi kedewasaan, apalagi dalam pernikahan yang mengandung tanggung 

jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah, wa rahmah.
10

  

Permasalahannya saat ini ialah batasan usia nikah dalam pernikahan merupakan 

syarat kedewasaan yang begitu penting karena perkawinan yang dilakukan tanpa adanya 

batasan usia nikah cendrung untuk bercerai. Oleh sebab itu, batasan usia nikah bagi calon 

pengantin yang paling utama untuk masyarakat muslim Indonesia mengacu pada Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia nikah minimal 

yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun, di bawah usia tersebut 

diperlukan izin orang tua dengan syarata minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi 

wanita.
11

 

Kepastian hukum bagi para calon pengantin dalam batasan usia menikah, peneliti 

menggunakan angka minimum (16 untuk perempuan dan 19 bagi laki-laki) yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) 

dinyatakan bahwa bagi calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

                                                           
10

Ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan 

Mandiri Calon Pengantin, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga 

Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, h. 32. 
11

Ibid., h. 33. 
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umur 16 tahun. Hal ini didukung dengan Pasal 1 di Peraturan Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kursus Pra Nikah pada pasal 1 ayat (1-3) menyatakan bahwa remaja usia nikah bagi laki-

laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun,
12

 di 

mana bimbingan perkawinan pra nikah untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan berumah 

tangga dan keluarga.
13

 

Hal ini menjadikan Kemenag mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 

34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) pada pasal 

3 ayat dalam menyelenggarkan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, 

pelaporan nikah dan rujuk, untuk membimbing calon pengantin pra nikah,
14

 sehingga 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam batas usia nikah saat ini menjadi 

populer bagi kalangan calon pengantin yang akan menikah terutama di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya. Adapun berdasarkan data awal, ada 5 Kantor 

Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya yang melaksanakan bimbingan 

perkawinan bagi pengantin dalam usia pernikahan, yaitu KUA Kecamatan Pahandut, KUA 

Kecamatan Jekan Raya, KUA Kecamatan Bukit Batu, KUA Kecamatan Sabangau, dan 

                                                           
12

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Jakarta: Kementrian Agama RI, 

Dorektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, h. 367. 
13

Ibid,. 
14

Ibid., h. 345. 
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KUA Rangkumpit yang mengadakan bimbingan nikah bagi calon pengantin dalam batasan 

usia nikah. 

Kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam usai nikah menjadi 

urgen sekali dalam rangka memahami bagaimana peran KUA Kecamatan se-Kota Palangka 

Raya dalam upaya memberikan penasehatan bagi calon pengantin, sehingga dapat 

menghadapi problematika rumah tangga sebagai upaya pencegahan perceraian, dan bahkan 

dapat menciptakan keluarga yang sakinah. Apalagi bimbingan perkawinan pra nikah bagi 

calon pengantin merupakan amandemen dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang 

dirasa belum memadai untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam berumahtangga dan tidak didukung oleh dana yang memadai, sehingga 

bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pasangan pengantin merupakan langkah yang 

baru dalam optimalisasi bimbingan calon pengantin bagi mereka agar kedepannya 

kehidupan rumah tagga mereka lebih baik bagi pasangan calon pengantin dalam 

berkeluarga. 

Program ini merupakan langkah ambisius Kementerian Agama kepada Kantor 

Urusan Agama dalam pencegahan maraknya angka perceraian yang setiap tahunnya terus 

bertambah, sehingga ketika calon pengantin mendaftar ke Kantor Urusan Agama mereka 

diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor 

Urusan Agama baik itu di Kementerian Agama setempat maupun KUA itu sendiri dengan 

adanya fasilistator-fasilitator yang dipilih oleh Kementerian Agama. 
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Hal ini merupakan langkah yang baru dan berat bagi Kantor Urusan Agama dalam 

melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah demi 

sinergitas antara lembaga dan masyarakat dalam mencapai keluarga yang sesuai dengan 

norma sosial dan agama. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengkaji lebih dalam 

lagi tentang bimbingan nikah bagi calon pengantin usia nikah di Kota Palangka Raya dan 

menjadikannya dengan judul: Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah 

dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapat bimbingan perkawinan? 

2. Bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah? 

3. Bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia 

nikah? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu: 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan calon pengantin usia nikah mendapat bimbingan 

perkawinan! 

2. Mengetahui dan mendesikripsikan proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

usia nikah! 
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3. Mengetahui dan mendiskripsikan monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin usia nikah! 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

a) Sumbangsih terhadap pemikiran hukum Islam terutama permasalahan pernikahan, 

di mana terkadang menimbulkan problematika dalam kehidupan berumah tangga, 

dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembinaan keluarga muslim dalam 

upaya mencegah terjadinya perceraian. 

b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap IAIN Palangka Raya, khusus pada Program Pascasarjana dengan 

Konsentrasi Hukum Keluarga dan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah seperti ini, namun dari aspek 

yang berbeda. 

2. Secara Praktis 

Kajian yang di lakukan ini, secara praktis diharapkan bermanfaat untuk 

kepentingan: 

a) Bagi Kementerian Agama dan jajarannya, dan semua elemennya, hasil penelitian 

ini dapat menjadi masukan untuk bahan referensi bagaimana upaya melakukan 
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kegiatan pernikahan terutama dari segi upaya preventif untuk mencegah 

problematika rumah tangga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui 

bimbingan perkawinan dalam pembinaan keluarga sakinah dan sosialisasi 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b) Bagi masyarakat Muslim agar hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin usia nikah ini dapat dijadikan masukan dan bahan pemikiran 

untuk memberikan perhatian intensif terhadap calon pengantin yang akan menikah 

dan pembinaannya, sehingga dapat menjadi bahan untuk memperkuat keluarga 

muslim dan pembinaan keluarga sakinah. 

c) Syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana IAIN 

Palangka Raya. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Kajian Pustaka terdiri dari Kerangka Teori yang meliputi teori maslahah al-

mursalah, sadd ad-Dzari„a, dan teori struktural fungsional dan Kajian-kajian dalam Hukum 

Perkawinan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan Penelitian Terdahulu 

BAB III Metode Penelitian terdiri dari Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis 

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Data dan Sumber Data, 

Keabsahan Data, serta Analisis Data. 
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BAB IV Hasil dan Analisis terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian serta 

Penyajian Data dan Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah 

dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya. 

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



 

105 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritik 

Teori yang berhubungan dengan Tesis yang akan diteliti dalam judul ”Bimbingan 

Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama 

Kecamatan se-Kota Palangka Raya”, memiliki intiristik dalam menjalankan visualisasi 

terhadap kondisi lapangan atau kehidupan masyarakat maupun organisasi yaitu: 

1. Teori Maslahah al-Mursalah 

Konsep teori maslahah mursalah adalah Istinbat hukum dalam rangka mencari 

kemaslahatan yang sesuai dengan syara, tanpa bertumpu langsung pada teks-teks atau 

makna nas tertentu.  Bila terdapat kesamaan dalam makna maka merupakan metode 

qiyas. Sedangkan, apabila dalil teks qur‟an dan hadits yang menolak secara qath‟i 

maka menjadi batal. Titik tolak dalam konsep maslahah adalah tujuan syara‟. Ada 

kesamaan antar maslahah mursalah dengan istihsan bi al darurah. Dalam 

mengaplikasi metode maslahah mursalah Imam Malik berlandaskan pada tiga 

kemaslahatan manusia yakni, daruriyah, hajiyat, tahsiniyat. maslahah mursalah yang 

berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat daruri, yakni memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Untuk  memakai  metode  maslahah  mursalah  secara  benar  

dan  tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat, yaitu: 
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a. Adanya  kesesuaian  antara  sesuatu  yang  mengandung  kemaslahatan  dan  pokok 

(paradigma)  maslah}ah universal  yang  disebut  ushul,  dan tidak bertentangan 

dengan dalil-dalil  qath‟i sehingga sejalan dengan  maslahah yang menjadi tujuan 

syara‟ meski tidak disebut secara tekstual olehsatu dalil pun. 

b. Kemaslahan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan 

paradigm maslahah yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. 

c. Dalam penggunanya, maslahah dapat menghilangkan kesulitan yang  sekiranya  

tidak  diterapkan,  niscaya  manusia  mengalami  kesulitan  itu. 

Di  samping  itu,  para  penganut  teori  maslahah  mursalah,  khususnya Madzab 

Maliki, mengemukakan setidaknya ada tiga alasan, seperti Abu Zahrah kemukakan. 

Pertama, para sahabat Rasulullah Saw. telah menerapkan maslahah mursalah. 

Contohnya adalah pengumpulan al-Qur‟an dan penulisnya dalam satu mushaf  yang  

tidak  pernah  dilakukan  di  masa  Rasulullah  SAW.  Dasar pelaksanaannya adalah  

maslahah, yakni demi terpeliharanya al-Qur‟an agar nilai mutawatirnya  tidak  

berkurang  akibat  wafatnya  para  sahabat. 

Jika dikaitkan maslahah mursalah maka Bimbingan Perkawinan bagi Calon 

Pengantin dalam Usia Pernikahan tidak ada dalam ketentuan hukum syara‟, tetapi 

mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi karena dalam kurikulum bimbingan 



13 

 

 

perkawinan bagi calon pengantin memuat berbagai bekal dalam mengarungi kehidupan 

rumah tangga.
15

 

2. Teori Sadd al-Dzari‘ah 

Dari segi kebahasaan, kata al-dzari‟ah berarti jalan yang menghubungkan 

sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedang menurut istilah  adalah sesuatu yang akan 

membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah, atau yang 

akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan mashlahah.  

Definisi tersebut membagi al-dzari‟ah menjadi dua jenis. Al-dzari‟ah jenis 

pertama termasuk perbuatan-perbuatan buruk dan harus ditutup, itulah yang disebut 

dengan sad al-dzari‟ah. Penutupan yuridis terhadap perbuatan-perbuatan tersebut bisa 

dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot mafsadah yang akan ditimbulkan. 

Al-dzari‟ah jenis kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik dan harus dibuka 

kesempatan untuk melakukannya, disebut dengan fath al-dzari‟ah. Pembukaan peluang 

untuk melakukannya bisa dengan wajib, mandub atau mubah.
16

 

Mengenai kehujjahan dzari‟ah, baik fath al-dzari‟ah maupun sad al-dzari‟ah 

diperselisihkan di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad 

dzari‟ah adalah salah satu dalil fiqh. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan 

bahwa sad al-dzari‟ah itu adalah seperempat agama. Imam Syafi‟i dan Imam Abu 

Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya namun menolaknya pada 

                                                           
15

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan dari aspek metodologis, Legalitias 

dan Yurisprudensi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, h. 261-267. 
16

Ibid., h. 57-58.  
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keadaan yang lain. Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu 

dalil hukum Islam.
17

 Ulama yang menetapkan sadd al-dzari‟ah sebagai hujjah 

mengemukakan beberapa alasan : 

َٰتػىقيوليواَٰرىاعًنىاَٰكىقيوليواَٰانْظيرْنىاَٰكىاسْْىعيواَٰ َٰآمىنيواَٰلَى َٰأىليًمهََٰٰٓ  يىاَٰأىيػُّهىاَٰالَّذًينى ابه َٰعىذى افًريًنى 18َٰ.كىللًْكى
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada 

Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". 

dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.
19

 

 

Dalam ayat ini Tuhan melarang kaum muslimin memaki-maki orang-orang 

musrikin atau Tuhan yang mereka sembah. Karena perbuatan yang demikian itu 

menjadi sebab mereka akan membalas memaki-maki Tuhan Allah SWT.  

َٰ َٰعًلْمو َٰبًغىيْرً َٰعىدْكنا َٰاللَّوى َٰفػىيىسيبُّوا َٰاللَّوً َٰديكفً َٰمًنْ َٰيىدْعيوفى َٰالَّذًينى َٰتىسيبُّوا َٰأيمَّةوَََٰٰٰٓ  كىلَى َٰلًكيلِّ َٰزىيػَّنَّا لًكى ذى  كى
انيواَٰيػىعْمىليوفىَٰ مَْٰمىرْجًعيهيمَْٰفػىيػينىبِّئػيهيمَْٰبِىاَٰكى َٰرىبًِِّّ 20َٰ.عىمىلىهيمَْٰثُيََّٰإًلَى 

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah 

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 

batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah 

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu 

mereka kerjakan”.
21

 

3. Teori Konstruksi Hukum 

Kontruksi (Rekayasa) Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan 

perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum untuk memenuhi 

                                                           
17

Suwarjin, Ushul Fiqh, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 169-170.  
18

Q.S. Al-Baqarah [2]: 104.   
19

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 

(Transliterasi), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 202. 
20

Q.S. Al-An‟am [6] : 108  
21

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), Al-Qur'an..., h.  283.  
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kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu 

peraturan perundangan-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi 

Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Konstruksi (Rekayasa Hukum) terdiri dari 3 

(tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan 

Argumentasi A contrario yang akan dijelaskan sebagai berikut:
22

 

a) Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada 

dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan 

hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk 

hukum) lain. 

b) Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapakan hukum 

secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan 

hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang 

disalahkan. 

c) Argumentum a contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang 

sebaliknya misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang 

wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan 

pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari, ketentuan tersebut 

tidak berlaku bagi seorang laki-laki.
23

 

                                                           
22

Enju Juanda, Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum, Jurnal Galuh Justaisi, Vol. 4 No. 

2, Ciamis: Universiat Galuh, 2006, h. 157. 
23

Ibid., h. 157-158. 
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Kontruksi hukum itu sendiri tidak luput dari peran hak sipil dan hak politik 

dengan memberikan hak kepada individu atau wakulnya. Hal ini dinyatakan oleh Hans 

Kellsen dalam bukunya Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa„at yang berjudul Teori 

Hans Kellsen tentang Hukum bahwa aturan hukum merupakan hak individu atau 

wakilnya untuk ikut dalam proses hukum yang berkakhir pada pelaksanaan sanksi, 

terutama dapat dilihat dalam pembuatan norma individual dalam kasus perdata 

(perkawinan).
24

  

Mochtar Kusuma Atmadja dan Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum 

yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan kemana 

arah hukum itu dibangun dan ditegakkan seiring dengan dinamika masyarakat secara 

luas.
25

 Seyogyanya dasar hukum peradilan dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang 

oleh Gustaf Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar 

tersebut adalah keadilan atau gerechtigkeit, kemanfaatan atau zweckmaeszikeit dan 

kepastian hukum atau rechtssicherkeit.
26

 

Konstruksi hukum keluarga di Indonesia sebaiknya bisa bersifat adaptif dalam 

perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konsekuensinya. Salah satu 

                                                           
24

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa„at yang berjudul Teori Hans Kellsen tentang Hukum, Cet. 2, 

Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h. 70. 
25

Ibnu Elmi AS.Pelu, Teori Politik Hukum, (Desertasi, 2010). Lihat Moh. Mahfud MD, Politik 

Hukum di Indonesia. Cet. I. Jakarta, LP3ES, 1998, h. 9. 

26
Ibnu Elmi ASTitik taut (aanknopingspunten) kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan 

umum (Desertasi, 2010) h. 297.  Lihat Satjipto Raharjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: 
Alumni, 1982, h. 20-21.
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perubahan keluarga adalah berkaitan dengan peran keluarga itu sendiri terutama peran 

sosial dan emosional, sekalipun peran keluarga kemudian bergeser menjadi peran 

ekonomis. Kondisi yang demikian mendorong konstruksi hukum yang mampu 

mengaktualisasikan peran normatif keluarga yang berorientasi kepada kebudayaan, 

moral keagamaan, kemandirian, orientasi prestasi dan kemandirian. 

Dalam membangun ke arah yang demikian, maka diperlukan suatu tindakan 

yang berkelanjutan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dengan sosialisasi 

peran emosi dalam keluarga. Peran emosi keluarga melalui jalur hukum tentu saja 

dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, konsultan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, penegak hukum, dan atau pihak lain yang terkait. Oleh sebab itu, negara 

hendaknya memiliki kekuatan untuk mengatur proses sosialisasi peran emosi dalam 

keluarga sehingga tercipta keluarga sakīnah, mawaddah wa raḥmah.
27

 

Hal ini membuktikan bahwa kontruksi hukum merupakan upaya politik hukum 

atas dasar hak masyarakat dan politik itu sendiri terhadap keberlakuan hukum 

perkawinan terbentuk karena adanya komitmen untuk saling memberikan kasih 

sayang. Adanya beberapa perubahan fungi keluarga dalam kehidupan modern 

menyebabkan kajian pendekatan yuridis belum mampu menyelesaikan kompleksitas 

masalah keluarga. 

                                                           
27

Joy Iskandar Bahari, Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi, Al 

Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education, Vol. 2, No. 2, Banyuwangi: IAI Ibrahimy 

Genteng Banyuwangi, 2018, h. 123-124. 
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Dalam hukum keluarga di Indonesia, pendidikan atau kursus pranikah belum 

dapat diimplementasikan dengan baik. Padahal pedoman untuk melaksanakan telah 

ada. Tetapi dalam praktiknya, terdapat beberapa kekurangan seperti; kursus pranikah 

dilakukan dalam waktu yang singkat, pemateri yang bukan ahlinya, dan sejumlah 

kendala teknis yang masih perlu dikonstruksi dalam hukum keluarga di Indonesia. 

Pendidikan keluarga atau konseling keluarga merupakan hal penting dalam 

meningkatkan antisipasi permasalahan keluarga yang muncul dan penyelesaian 

permasalahan keluarga dengan metode intepresentasi hukum yang baru dari kursus pra 

nikah menjadi bimbinga perkawinan sebagai upaya kontruksi hukum yang lebih baik 

dalam memberikan pendidikan kepada calon pengantin.
28

 

B. Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Usia Pernikahan 

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan 

Pengertian bimbingan ini seperti telah disinggung di muka terkandung adanya 

aktivitas yang sepihak, yaitu dari yang memberikan bimbingan. Bimbingan diberikan 

lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai 

timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.
29

 

Bimbingan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “Guidance”. Guidance 

berasal dari kata “To Guidance” yang berarti menunjukkan, membimbing atau 

menuntun orang lain ke jalan yang benar. Year Book of Education (1995) menyatakan 

                                                           
28

Ibid., h. 124. 
29

Bimo Walgito, Bimbingan dan  Konseling Perkawinan, Yogyakarta: ANDI, 2004, h. 5. 



19 

 

 

bahwa “bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai 

pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian 

diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat”.
30

 

Bimbingan (Kursus) merupakan  pelajaran  tentang  sesuatu  pengetahuan atau 

kepandaian  yang  di  berikan  dalam  waktu  singkat.
31

 Pengertian bimbingan dalalm 

perkawinan pengantin itu sendiri dalam kursus dan pelatihan yang tertera dalam pasal 

26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat (5):  

”Kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 

keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta 

pengembangan kepribadian profesional.
 32

  

Makna dari pengembangan kemampuan, pengembangan sikap dan kepribadian 

profesional tersebut sejalan dengan pengertian bimbingan/kursus calon pengantin, 

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 

Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat (2):  

                                                           
30

Arifin, Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah, 

Jakarta, Bulan Bintang, 1976, h. 18. 

31
W.J.S. Poerwadarmintha, Kamus Umum Bahasa Indonesia, di olah kembali oleh Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Edisi III, h. 543. 
32

Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003, hlm. 5. 
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“Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah 

pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu 

singkat kepada catin tentang kehidupan rumahtangga/keluarga”
 .33

 

Program  ini  dilaksanakan  untuk  memberikan  bekal  kepada Calon Pengantin  

(catin)  tentang  pengetahuan  berkeluarga  dan  reproduksi  sehat agar calon  pengantin  

memiliki  kesiapan  pengetahuan,  fisik  dan  mental dalam memasuki jenjang 

perkawinan untuk membentuk keluara  sakinah, mawaddah warahmah, sehingga  

angka  perceraian  dan  perselisihan  dapat ditekan. 

Hal tersebut menjadi kerugian tersendiri bagi umat Islam karena kurangnya 

ilmu dalam memahami biduk rumah tangga bagi pasangan suami-istri. Oleh karena itu, 

bimbingan perkawinan bagi pasangan untuk memberikan pendidikan pra nikah ini 

terinspirasi dari  perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah SWT 

berfirman Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 55. 

َٰتػىنػْفىعيَٰالْميؤْمًنًينىَٰ رَْٰفىإًفََّٰالذِّكْرىل   34.كىذىكِّ
Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 

55).
35

 

                                                           
33

Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Departemen  Agama Nomor DJ.II/491 

Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 1. 
34

Adz-Dzariyat [51}; 55. 
35

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-

Qur'an, 1995,  h. 862. 
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Allah SWT menjelaskan bahwa di antara ciri orang yang tidak merugi adalah 

mereka yang senantiasa saling menasehati. Allah swt berfirman  QS. Al-Ashr  [103]: 1-

3 seperti berikut: 

َٰلىفًيَٰخيسْروَٰ﴿١كىالْعىصْرًَٰ﴿ نسىافى َٰالًْْ ٢َٰ﴾َٰإًفَّ َٰآمىنيواَٰكىعىمًليواَٰالصَّالِىًاتًَٰكىتػىوىاصىوْاَٰباًلِىْقِّ َٰالَّذًينى ﴾َٰإًلََّ
كىتػىوىاصىوْاَٰباًلصَّبًَْٰ

36. 

Artinya: “Demi masa (waktu). Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran”. (Q.S. Al-Ashr [103]: 1-3).
37

 

Melihat tujuan dari bimbingan pernikahan dalam batasan usia pernikahan perlu 

adanya nasehat dari dalam menjalankan biduk rumah tangga, karena dalam hubungan 

suami istri tidak hanya hubungan halal-haram dalam hubungan seksual, melainkan ilmu 

dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga agar tidak menyepelekan hak dan 

kewajiban masing-masing, karena dengan diberikan atau dibekali ilmu sebelum 

pernikahan diharapkan pasangan calon pengantin dapat memahami dan menjalani 

kehidupan berkeluarga sebagai bagian dari ilmu. 

2. Pengertian Usia Pernikahan 

Penentuan batasan usia perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu 

perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Dalam 

                                                           
36

Al-„Asr [10]: 1-3. 
37

Departemen Agama RI.., h. 1099. 
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penjelasan Undang-Undang dinyatakan, bahwa calon suami  isteri  itu harus telah 

matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat 

mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan 

keturuanan yang baik dan sehat. Hal ini tentu  adanya bimbingan perkawinan antara 

calon suami-isteri dalam usia perkawinan tersebut.
38

 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang 

dinyatakan usia perkawinan tersebut ialah Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 

ayat (1)) dan harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam 

hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat 

dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 

tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)). 

Dalam hukum Islam, al-Qur„an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi 

pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan 

kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur„an surat al-Nisa‟ 

ayat 6: 

اَٰفىادْفػىعيواَٰإلًىيْهًمَْٰأىمْوىالىيَٰ هيمَْٰريشْدن احىَٰفىإًفَْٰآنىسْتيمَْٰمًنػْ َٰإًذىاَٰبػىلىغيواَٰالنِّكى َٰحىتََّّ   .…39ٓ  مَْٰكىابػْتػىليواَٰالْيىتىامىى 
Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

                                                           
38

K.Wantjik Saaleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978, h. 26. 
39

Q.S, Al-Nisa‟ [4]: 6. 
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memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S. 

Al-Nisa‟ [4]: 6).
40

 

Tafsir ayat ini, „sampai mereka cukup umur untuk kawin‟, Mujahid berkata: 

Artinya baliqh. Jumhur ulama mengatakan bahwa baligh pada anak laki-laki terkadang 

oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air 

mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.
41

 Masa „aqil baligh seharusnya 

telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang 

biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah „aqil baligh atau belum adalah 

datangnnya mimpi basah (ihtilam).
42

 

Pada masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah 

cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. 

Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, 

tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. 

Razhmat Syafe‟i menyatakan bahwa penentu seseorang telah baligh ditandai 

dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui 

mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun.
43

 Ketentuan 

baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma (air mani), 

baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan 

                                                           
40

Departemen Agama Republik Indonesia, h. 45. 
41

„Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, M. „Abdul 

Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2008, h. 236. 
42

Muhammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 26. 
43

Rachmat Syafeʻi,  Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS), Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, 

h. 336. 
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ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafiʻi 

minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa 

dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut 

maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa 

usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan 

adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafiʻi 

menyebut usia 15 sebagai tanda baligh baik untuk anak laki-laki maupun anak 

perempuan.
44

 

Adapun Ukasyah Abdulmannan Athibi dalam karyanya “Wanita Mengapa 

Merosot Akhlaknya”, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk 

menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, 

dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri 

atau keturunannya. 

b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, 

menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang 

kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu 

membayarkan kemampuannya dalam bidaang finansial. 

                                                           
44

Husein Muhammad, Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), Yogyakarta: 

LKiS, 2007, h. 90. 
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c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan 

mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada 

anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada 

permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu 

membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.
45

 

Dengan demikian, dalam batasan usia pernikahan/perkawinan dalam hukum 

Islam (Fiqh) usia pernikahan adalah mempunyai sifat baligh dan „aqil pada kedua 

mempelai.
46

 Akan tetapi, dalam hukum positif Indonesia, kriteria baligh dan „aqil di 

lihat dari batasan usianya ialah bagi perempuannya umur 16 dan 19 bagi laki-laki.
47

 

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa 

calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat 

diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

baik dan sehat.
48
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Ukasyah Abdulmannan Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 

351-352 
46
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47
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3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Bimbingan 

Perkawinan 

Adapun dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan 

melalui Kementerian Agama Kabupaten maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) 

adalah sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. 

d) Keputusan Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Pembinaan Gerakan 

Keluarga Sakinah. 

e) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 

f) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen 

Agama Kabupaten /Kota. 

g) Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun  2004 tentang Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Penghulu. 

h) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah 

pasal  18 menyatakan bahwa dalam  waktu  10 (sepuluh)  hari  sebelum  penghulu 
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atau  pembantu  penghulu  meluluskan  akad  nikah.  Calon suami  istri diharuskan 

mengikuti kursus calon pengantin (kursus calon pengantin) dari badan  

penasehatan,  pembinaan  dan  pelestarian perkawinan (BP-4) setempat. 

i) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama 

Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. 

j) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama 

Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah.  

k) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama 

Nomor DJ.II/373 Tahun 2017 Tentang Juknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon 

Pengantin. 

4. Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Administrasi Pernikahan di 

Indonesia 

Mengenai kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)  dalam melaksanakan 

tugas pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, tugasnya 

diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang merupakan PNS 

yang bertugas di KUA, dalam hal wilayah Desa/Kelurahan dapat diangkat  Pembantu 

PPN.
49

 

                                                           
49

Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 

2003,  h. 1. 
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Kewenangan KUA sebagai lembaga pencatatan pernikahan telah dimuat dalam 

berbagai produk hukum yang berlaku dan mengikat di Indonesia. Dasar utamanya 

adalah UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk: 

 

Pasal 1: 

(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, 

diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama 

atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan 

menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan 

kepada Pegawai Pencatat Nikah”. 

(2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima 

pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh 

Menteri Agama atau Pegawai Pencatat Nikah.
 50

 

 

Penegasan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencatatan nikah 

tersebut kemudian dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 

ayat (1) bahwa Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
51

 

Selama ini KUA lebih dikenal masyarakat sebagai instansi yang mengurusi 

pernikahan, baik pendaftarannya maupun menikahkan, dan tempat minta bimbingan 

kalau ada permasalahan suami istri, namun siapa yang bertugas sebagai pegawai yang 

mencatat nikah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 

Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah: 

Pasal 1: 
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(1) (c)  Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai 

negeri sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan undang-

undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk 

pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan.  

Pasal 2: 
(1) PPN mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta 

mendaftar cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA 

Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 

22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 52

 

Kewenangan KUA sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk 

melakukan pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia beragama Islam 

tersebut, dalam pelaksanaannya diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Agama. 

Salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 

Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 

Pasal 2: 

(1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang 

melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa 

nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan 

perkawinan. 

(2) PPN dijabat oleh Kepala KUA. 

(3) Kepala KUA aebagaimana pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta 

rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk
.53

 

Selanjutnya tugas PPN diperkuat lagi dalam Peraturan Menteri Agama PMA 

Nomor 39 Tahun 2012: 

Pasal 2: 
(1)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

KUA menyelenggaran fungsi: 
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(2) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan 

rujuk; 
a. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi 

manajemen KUA; 
b. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA; 
c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 
d. Pelayanan bimbingan kemesjidan; 
e. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan  
f. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 54 

Setelah waktu pelaksaan pernikahan disepakati mempelai beserta keluarganya, 

dan mendapat persetujuan PPN dilaksanakanlah pernikahan. Dalam pelaksanaannya 

akad nikah mempelai dapat dilangsungkan di tempat berikut:  

1) Akad nikah dilangsungkan di KUA, biasa di sebut dengan Balai Nikah 

(BN), pernikahannya berada di bawah pengawasan Penghulu atau PPN. 

2) Akad nikah dilangsungkan di luar KUA setelah dilakukan kesepakatan 

antara calon suami, istri dan keluarganya dengan petugas pada KUA, 

berada di bawah pengawasan Penghulu sebagai PPN atau Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau sering disebut Penghulu Kampung.
 55

 

Setelah ijab qabul dilaksanakan dengan dipimpin oleh 

PPN/Penghulu/Pembantu PPN, disahkan para saksi dan kemudian dilanjutkan 

pembacaan doa. Selanjutnya kepada mempelai pria ditawarkan untuk membacakan 

taklik talak. Apabila suami tidak bersedia maka harus diberitahukan kepada istrinya 

bahwa suaminya tidak bersedia untuk mengucapkan ikrar taklik talak. Selanjutnya 

penandatanganan berkas nikah dan surat-surat terkait, yang dilakukan oleh suami, istri, 

wali nikah, dua orang saksi dan PPN/Penghulu /Pembantu PPN yang menghadiri 
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pernikahan. Suami juga menandatangani ikrar taklik talak, jika telah dibaca oleh yang 

bersangkutan. Oleh pegawai KUA Kecamatan, berkas pernikahan tersebut dibukukan 

dalam akta nikah dan kemudian dibukukan dalam buku nikah, yang kemudian buku 

nikah tersebut diserahkan untuk suami dan istri.
 
Penyerahan Buku Nikah tersebut 

kepada suami dan isteri segera setelah akad nikah dilangsungkan (PMA 11 tahun 

2007).
56

 

Dengan penandatanganan akta nikah dan salinannya maka pernikahan telah 

tercatat secara resmi (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hukum 

(Pasal 6 ayat (2) KHI). Buku Nikah juga merupakan bukti otentik telah terjadinya 

pernikahan,
57

 oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat 

(1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
58

 

Setelah pelaksanaan akad nikah, jika terjadi permasalahan atau kesalahan baik 

karena diketahui adanya larangan menurut hukum atau peraturan perundangan tentang 

pernikahan. Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah adalah: 

a) Keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri; 

b) Suami atau istri; 

c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 
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d) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pasal 16 ayat (2).
59

 

Dalam hal pencatatan pernikahan, menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) 

Nomor 298 tahun 2003 ada 16 formulir pencatatan nikah yang dapat dikategorikan 

menjadi tiga ketegori berkas atau surat-menyurat yang menurut macamnya dibagi 

menjadi tiga ketegori formulir yaitu:  

a) Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung-jawab 

pengisiannya Penghulu selaku Pegawai Pencatatan Nikah, yaitu 

1) Akta Nikah (Model N). 

2) Kutipan Akta Nikah (Model NA). 

3) Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). 

4) Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)
 60

 

b) Formulir pelengkap, yaitu formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan 

nikah dan disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar pengisiannya 

oleh Kepala Desa/Lurah, yaitu: 

1) Surat Keterangan untuk Nikah (model N1). 

2) Surat Keterangan Asal-usul (Mo- del N2). 

3) Surat Persetujuan Mempelai (Model N3). 

4) Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N4). 
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5) Surat Izin Orang Tua (Model N5). 

6) Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6). 

7) Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7). 

8) Pemberitahuan adanya halangan /Kekurangan syarat (Model N8). 

9) Penolakan Pernikahan (Model N9). 

10)  Buku Catatan Kehendak Nikah (Model N10). 

11)  Akta cerai asli bagi calon mempelai berstatus duda atau janda. 

12)  Surat despensasi dari Camat bagi yang akan menikah kurang dari 10 hari kerja 

sejak pengumuman kehendak nikah. 61 

c) Formulir mutasi, yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahu-kan 

perubahan  dari status seseorang kepada Penghulu dan Pengadilan Agama yang 

sebelumnya telah tercatat perceraiannya, yaitu:
 
 

1) Pemberitahuan Nikah (Model ND). 

2) Pemberitahuan Poligami (Model NE) dengan surat ke putusan dari  Pengadilan 

Agama / berdasarkan pu tusan Pengadilan. 
62

 

Untuk membuktikan terjadinya pernikahan antara seorang pria dan 

wanita telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan undang-undang, maka 

setiap pernikahan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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 Manfaat yang merupakan tujuan atau urgensi dari pengaturan 

hukum mengenai pencatatan pernikahan tersebut adalah: 

1) Untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa pernikahan yang 

telah dilangsungkan secara sah,  

2) Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh negara), dan  

3) Bentuk perwujudan ketertiban administrasi negara dibidang 

pernikahan.
63

 

Dampak positif lainnya dari pencatatan nikah melalui KUA adalah untuk 

menjadikan peristiwa pernikahan menjadi jelas, baik terhadap yang bersangkutan 

(suami istri) maupun orang lain atau masyarakat, oleh karena hal itu dapat dibaca 

dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan 

untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di waktu perlu, terutama 

sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah 

dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.
64

 

Jadi, kendatipun pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif  tetap harus 

dianggap penting karena melalui pencatatan nikah tersebut akan diterbitkan buku 

kutipan akta nikah yang menjadi bukti otentik sebuah pernikahan yang sah.
65
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Pencatatan nikah juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban terhadap 

peristiwa pernikahan di masyarakat. Ini suatu upaya yang diatur pemerintah melalui 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk melindungi martabat dan kesucian 

pernikahan, dan lebih khusus lagi bagi pihak perempuan. 

Melalui pencatatan nikah yang dapat dibuktikan melalui akta nikah, yang 

masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila dikemudian hari terjadi 

perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung-

jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh haknya. Karena dengan adanya akta nikah tersebut, maka suami istri 

memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
66

 

C. Penelitian Terdahulu 

Permasalahan yang ini merupakan penelitian sosiologis hukum dengan jenis 

penelitian yang bersifat lapangan (field research). Dari hasil penelusuran yang penulis 

lakukan, terdapat banyak tesis yang membahas tentang kursus calon pengantin, berikut ini 

penulis uraikan sebanyak 4 (empat) buah tesis, yaitu: 

Jurnal M. Ridho Iskandar, 2018. Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap Tingkat 

Perceraian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian 

diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti 

bimbingan pra nikah. Faktor-faktornya adalah, Terjalinnya kerja sama dengan instansi-

instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu, adanya 
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lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama, Akhirnya peneliti 

merekomendasikan kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir dan 

pasutri agar memperhatikan pasutri mengikuti bimbingan pra nikah selama 10 hari tersebut, 

para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan yang 

berkaitan tentang pernikahan. Disiplin dalam waktu mengikuti bimbingan.
67

 

Tesis Umu Aminah, 2017. Analisis Terhadap Program  Kursus Calon Pengantin 

Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas). Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa kursus calon pengantin adalah pemberian bekal terhadap 

pasangan yang hendak menikah atau disebut juga pendidikan pra nikah. Program ini 

dirasakan sangat bermanfaat karena dengan bekal pengetahuan yang diberikan dapat 

memperkecil masalah pada rumah tangga yang berdampak pada pencegahan perceraian. 

Disinilah program Suscatin sangatlah penting sebagai bekal untuk menjalani rumah tangga 

dan telah berhasil dengan programnya dalam menekan angka perceraian. Program ini 

dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari kerja sebelum akad nikah. Terlaksana semenjak 

tahun 2014 dan mampu menekan angka perceraian dan memberi dampak positif kepada 

calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga
68

 

Tesis Jalil Latif, 2013. Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai 

upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa suscatin telah direalisasikan pelaksanaannya sebagai tindak 
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lanjut dari peraturan Dirjen Bimas Islam, meskipun belum maksimal sebagaimana yang 

diharapkan. Implementasi pelaksanaan sucatin pada KUA Kecamatan di Kabupaten Bone 

masih jauh dari target waktu yang diharapkan, sehingga terkesan hanya sekedar 

menjalankan peraturan dengan mengabaikan esensi dari pelaksanaan suscatin tersebut. 

Peluang pelaksanaan suscatin sesuai dengan peraturan pada dasarnya sangatlah besar, 

tergantung dari kemauan yang melaksanakannya. Kendalanya lemahnya penguasaan 

pembimbing terhadap materi suscatin, terbatasnya tempat, kurang minat dan motivasi 

peserta suscatin, rendahnya pengatahuan peserta suscatin dan kurangnya biaya pelaksanaan 

kegiatan suscatin. Untuk menekan angka perceraian  suscatin sangat perlu untuk 

diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan perlunya ketegasan mengenai kewajiban 

mengikuti kursus pranikah.
69

 

Tesis Jeneko, 2013. Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi 

Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Pemerintah melalui Dirjen Bimas Islam sebagai upaya untuk 

mewujudkan keluarga sakinah serta usaha untuk meminimalisir tingkat perceraian yang 

semakin meningkat telah membuat berbagai program, diantaranya melalui Kursus Calon 

Pengantin sebagai pemberian bekal ilmu pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam 

waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Dari 

pendapat kepala KUA dan ulama se kota Malang terdapat tiga pandangan, yaitu: pertama, 
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sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan dengan 

alasan melihat berbagai macam latar belakang pendidikan calon pengantin, belum semua 

calon pengantin mengetahui berbagai cara membentuk keluarga serta untuk menyelesaikan 

problem rumah tangga. Kedua, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat 

perkawinan akan tetap belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan kepada calon 

pengantin. Ketiga, tidak sepakat karena dalih tidak ada ulama mazhab yang 

mensyaratkannya. Solusinya menurut penulis pelaksanaan kursus calon pengantin dapat 

dilakukan baik secara personal maupun kelompok, dilaksanakan bekerja sama dengan 

lembaga pendidikan baik melalui kampus maupun sekolahan, bisa juga melalui ormas-

ormas Islam. Adapun metodenya bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya-jawab dan 

domontrasi
70

 

Tesis H. Rahmat Andy W, 2015. Realitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam 

Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Hasil menunjukan 

bahwa konsentrasi Pemikiran Hukum Islam. Berkaitan fakta kebedaan Kantor Urusan 

Agama (KUA) dianggap vital dalam upaya pencegahan perceraian dini, sebagai sarana 

awal membentuk keluarga, untuk pembinaan keluarga dan tempat meminta solusi 

pemecahan masalah keluarga. Disisi lain adanya fakta angka perceraian di Kabupaten 

Kotawaringin Timursemakin meningkat, yang jumlahnya hampir 26,30 % pada tahun 2013. 

Realitas peran KUA dalam upaya pencegahan perceraian dini, nampak melalui pemberian 
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pemahaman hidup berkeluarga dan keagamaan melalui program pra nikah (kursus catin), 

program pasca nikah, program konsultasi hukum perkawinan, program sosialisasi dalam 

upaya pencegahan perceraian, program keluarga sakinah, dan program penyediaan buku-

buku dan brosur-brosur. Faktor pendukung  peran KUA dalam upaya pencegahan 

perceraian dini, ialah (1) besarnya harapan calon pengantin dan keluarganya ketika proses 

akad nikah, (2) aktifnya calon pengantin menghadiri penasihatan nikah, (3) ketersediaan 

tenaga penasihatan dan sarana yang mendukung. Faktor penghambatnya ialah (1) 

banyaknya keluarga bermasalah langsung menyelesaikannya melalui perceraian di PA 

tanpa melalui KUA, (2) posisi atau status lembaga BP.4 yang tidak ada dana 

operasionalnya, dan (3) masih adanya pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri 

acara penasihatan nikah di KUA. Oleh karena itu, pembekalan singkat (short course) 

sebagai  bekal bagi calon mempelai untuk memahami secara subtansial seluk beluk  hidup 

berkeluarga, agar masalah yang timbul dapat diminimalisir dengan baik agar tidak terjadi 

kasus perceraian dini. Peran KUA disini sangat integral dengan tujuan syara dalam 

prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan keluarga. Sebab perceraian 

dalam hukum Islam merupakan pintu darurat, berakibat merugikan, bukan saja kepada 

kedua belah pihak tetapi juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya, 

serta tidak terwujudnya keluarga sakinah.
71
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Persamaan penelitian terdahulu yang di paparkan di atas dengan penelitian ini ialah 

sama-sama meneliti tentang peran KUA dalam memberikan pelaksanaan kursus atau 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bagi pengantin yang ingin menikah. Adapun 

perbedaan penelitian terdahulu dengan tesis ini ialah bimbingan perkawinan dalam 

perspektif KUA tidak di temukannya penelitian-penelitian yang fokus utamanya menurut 

KUA itu sendiri terhadap keberhasilan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam 

usia nikah. 

Penelitian dengan judul “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia 

Pernikahan dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya” 

adalah penelitian yang relatif belum diteliti, karena penulis meneliti dari tujuan dan 

perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya terhadap bimbingan 

perkawinan bagi kedua calon pengantin. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang 

penulis paparkan diatas merupakan  relevan dengan tersebut dan bisa menjadi referensi bagi 

peneliti dalam menggali peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantian usia nikah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum,
72

 yaitu dengan mengkaji 

hukum dari sisi penerapan atau perilaku hukum dalam masyarakat atau dalam kenyataan 

empiris.
73

 Penelitian ini juga penelitian yang bersifat lapangan (field research),
74

 yaitu 

penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data 

untuk dideskripsikan dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual di lapangan 

mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi 

pasangan calon suami istri dalam usia pernikahan. 

Secara deskriptif, melalui penelitian sosologis hukum ini, penulis berusaha 

menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara 

mendalam, serta menempatkan realitasnya melalui pengumpulan data yang dilaksanakan. 

Diharapkan dapat mengungkap makna-makna dan konteks perilaku, yang mengarah pada 

pemahaman yang lebih luas tentang makna dan proses yang terjadi dalam pola-pola amatan 

dan fakta yang berpengaruh. 

                                                           
72

Pujiono, Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat,  Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012, 

h. 49. Lihat juga Soleman B. Taneko, Pokok-pokok Studi hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1993, h. 2.  
73

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,  Jakarta: 

ELSAM dan HUMA, 2012, h. 3.  
74

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 96.  
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Tujuannya untuk memecahkan permasalahan aktual di lapangan yang dihadapi 

sekarang, dan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, kemudian 

dijelaskan dan dianalisis, serta diperoleh kesimpulan hukumnya. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian empiris ini mengambil tempat (lokasi) penelitian di wilayah Kota 

Palangka Raya, terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan bimbingan 

perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam usia pernikahan. Alasan penulis memilih 

lokasi penelitian ini didasari pertimbangan karena: 

1. Kota Palangka Raya yang saat ini merupakan Pusat atau Ibukota di Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan jumlah pernikahan dan perceraian terbanyak  Hal ini 

tentunya kalau pernikahan terbanyak maka terkait pula dengan banyaknya jumlah 

perceraian yang mencapai yang semakin tahun semakin meningkat pula jumlahnya. 

Fakta ini tentunya perlu penelitian mendalam. 

2. Berdasarkan banyaknya pernikahan dan kondisi wilayah Kota Palangka Raya yang 

mudah menjadi pusat seluruh kabupaten/kecamatan seluruh Provinsi Kalimantan 

Tengah, maka program bimbingan atau konseling perkawinan bagi calon pengantin 

(kursus catin) di KUA lebih mudah terlaksana daripada di Kabupaten lainnya di 

Kalimantan Tengah. Dengan adanya kursus calon pengantin tersebut, urgensinya 

diharapkan agar mereka dapat membina keluarga dengan baik, mempertahankannya 

dan menghindarkan dari terjadinya perceraian yang mungkin terjadi. 

3. Adapun waktu diperlukan untuk penelitian ini selama 2 (dua) bulan. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini hingga siap diujikan, maka ditempuh 

prosedur penelitian melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mulai dengan mempelajari permasalahan akan diteliti 

tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam perspektif KUA 

Kecamatan se-Kota Palangka Raya. Kemudian dituangkan dalam sebuah proposal tesis 

berjudul: Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif 

KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya. Selanjutnya proposal tesis tersebut 

dikonsultasikan kepada pihak jurusan untuk memperoleh arahan-arahan berkaitan 

permasalahan yang akan diteliti ini. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima 

dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen pembimbing tesis, lalu 

diseminarkan dan diadakan perbaikan-perbaikan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 

responden dan informan dan mempelajari dokomennya, sehingga diperoleh data yang 

diperlukan. Untuk melakukan riset ini diperlukan waktu selama 2 (dua) bulan sesuai 

dengan surat perintah riset yang dikeluarkan program Pascasarjana IAIN Palangkaraya, 

yaitu kepada KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya. 
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3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh 

dengan teknik editing, kategorisasi dan matrikasi, yang kesemuanya ditungkan dalam 

laporan hasil penelitian pada bab IV. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, 

kemudian dilakukan analisis secara kualitatif normatif berdasarkan hukum dengan 

berpedoman pada landasan teoritis (bab II) yang  telah disusun. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir  

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh tentang tujuan adanya bimbingan bagi calon pengantin dan persepsi calon 

pengantin itu sendiri terhadap bimbingan pekawinan yang mereka laksanakan, 

sehingga perspektif KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya dalam mengeluarkan 

pandangan mereka terhadap keberlangsungan bimbingan dari para calon pengantin itu 

sendiri. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen 

Pembimbing, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam 

bentuk tesis yang siap untuk diujikan, dan kemudian tahap revisi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk menggali (mengumpulkan) data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yaitu peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk menggali data yang diteliti, sehingga diketahui dengan 
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jelas tentang bagaimana sebenarnya peran persepsi KUA Kecamatan se-Kota 

Palangaka Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon 

suami isteri dalam usia pernikahan. 

2. Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada 

para responden dan informan penelitian tentang masalah yang terjadi dilapangan 

mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin 

bagi pasangan calon suami isteri di Kecamatan se-Kota Palangka Raya, sehingga 

diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun pertanyaan yang akan 

diajukan kepada responden dan informan : 

a) Mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapatkan bimbingan perkawinan.  

b) Bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. 

c) Bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

usia nikah. 

3. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti terhadap data-data berupa catatan atau dokumen-

dokumen terkait pandangan calon pengantin dan perspektif KUA Kecamatan se-Kota 

Palangka Raya terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia 

nikah. 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a) Calon pengantin usia nikah bimbingan perkawinan 
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b) Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. 

c) Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin usia nikah.  

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu KUA yang 

melaksanakan bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri yang menikah dan 

perpektif KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya terhadap bimbingan perkawinan 

bagi kedua calon pengantin di wilayah Kota Palangka Raya. 

F. Keabsahan data 

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai 

dengan kasus yang diteliti dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Untuk menjamin 

tingkat keabasahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi
75

, untuk menjaga 

kebenaran dan kemurnian data-data hukum, dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi 

sumber.
76

 Hal yang dapat dicapai dari triangulasi sumber adalah : 

1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan 

informan. Dalam membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara  

dengan informan, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid. 

                                                           
75

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memamfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memamfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, 

dan teori. 
76

Triangulasi sumber berarti membanding dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Patton 1987: 331). 
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2. Untuk membandingkan data hasil wawancara dengan suatu dokomen yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam membandingkan data hasil wawancara 

dengan isi suatu dokomen (laporan maupun hasil putusan), selanjutnya dilakukan 

pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh untuk meyakinkan bahwa data 

tersebut valid.
77

 

G. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriftif 

dengan menggunakan teori struktural fungsional dan ushul fiqh yaitu mashlahah. Teori 

struktural fungsional digunakan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama dalam 

melaksanakan bimbingan atau kursus calon pengantin bagi pasangan calon suami istri. 

Adapun teori ushul fiqh digunakan untuk menganalisis secara kaidah-kaidah pendapat para 

Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya tentang masalahatnya dilakukan 

kegiatan bimbingan calon pengantin bagi pasangan calon suami istri terhadap kehidupan 

berumah tangga dikemudian hari. 

H. Kerangka Pikir 

Sumber daya dan kekuatan hukum menjadi dasar utama dalam keberlakuan hukum 

perkawinan di Indonesia terutama di Kalimantan Tengah dalam mencegah keterpurukan 

keluarga atau pencegahan perceraian bagi pasangan suami-istri, maka situasi yang 

demikian dapat menjadi landasan hukum sebagai salah satu penyebab terjadinya angka 

perceraian yang setiap tahun terus menaik di Kalimantan Tengah, sehingga lembaga 

                                                           
          

77
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 178. 
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pemerintah yaitu Kementerian Agama membuat konektivitas hukum yang dapat mencegah 

terjadinya angka perceraian dengan adanya bimbingan perkawinan. 

Berdasarkan observasi peneliti ke Bimbingan Masyarakat Islam dan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

usia nikah merupakan kewajiban bagi calon pasangan pengantin untuk memahami hak 

antara suami-istri dengan memberikan ilmu pengetahuan agama dan negara. Kerangka pikir 

tersebut, peneliti buat bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:   
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Bagan Kerangka Pikir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA NIKAH 

DALAM PERSPEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-

KOTA PALANGKA RAYA 

1. Mengapa calon pengantin 

usia nikah perlu mendapat 

bimbingan perkawinan? 

2. Bagaimana proses 

bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin usia nikah? 

3. Bagaimana monitoring 

pelaksanaan bimbingan 

perkawinan bagi calon 

pengantin usia nikah? 

1. Sadd ad-Dzari„ah 

Kesimpulan dan Saran 

Hasil Penelitian dan Analisis 

 

 

 

2. Maslahah al-Mursalah 

3. Konstruksi Hukum 
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Berdasarkan latar pemikiran dan bagan di atas, maka pertanyaan penelitian disusun 

berdasarkan rumusan masalah dalam bab I sebagai berikut: 

1. Calon pengantin usia nikah perlu bimbingan perkawinan 

a) Mengapa calon pengantin usia nikah perlu bimbingan perkawinan? 

b) Apakah ada yang menolak dalam program bimbingan perkawinan? 

c) Atas dasar apa diberlakukannya bimbingan perkawinan tersebut? 

d) Bagaimana tanggapan para calon pengantin terhadap bimbinga perkawinan 

tersebut? 

e) Apa fungsi dari bimbingan perkawinan bagi calon pengatin? 

2. Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah 

a) Mengapa perlu proses bimbingan perkawinan? 

b) Manfaat dari proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin? 

c) Tujuan akhir dari program bimbingan perkawinan? 

d) Apa saja asas manfaat dari bimbingan perkawinan yang diberlakukan? 

3. Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah 

a) Bagaimana sikap Kantor Urusan Agama terhadap monitoring bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin? 

b) Materi apa saja yang diberikan oleh penyelenggara bimbingan perkawinan? 

c) Kedudukan hukum keberlakuan monitoring bimbingan perkawinan? 

d) Siapakah yang memonitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan? 
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e) Fungsi dari program monitoring bimbingan perkawinan bagi Kantor Urusan 

Agama? 

f) Hasil akhir dari Kantor Urusan Agama ke Kementrian Agama dalam monitoring 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah? 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Gambaran Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya 

1. Geografis 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan spesifik 

wilayahnya pada Lima (5) Kecamatan se-Kota Palangka Raya, Kecamatan Sabangau, 

Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Pahandut, dan Kecamatan 

Jekan Raya.  Sedangkan Kota Palangka Raya merupakan ibu Kota dari Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Kota Palangka Raya merupakan kota yang terdiri dari perkotaan, pedesaan dan 

hutan, luas Kota Palangka Raya 2.853,52 Km2 dan berada pada urutan ke-3 (tiga) 

terluas di Indonesia. Secarageografis Kota Palangka Raya terletak pada 113
0
30–114

0
07 

Bujur Timur dan 1
0
35

0
–2

0
 24

0 
Lintang Selatan. Kota Palangka Raya memilikibatas-

batas, yaitu bagi antara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, bagian timur dan 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan bagian sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Katingan.
78

 Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 

(lima) Kecamatan dengan 30 kelurahan. Luas masing-masing Kecamatan berbeda-

beda, yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km
2
, Kecamatan Sabangau 

dengan luas 641,51 Km
2
, Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km

2
, Kecamatan 

Bukit Batu dengan luas 603,16 Km
2
 dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 
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Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka 2018, BPS Kota 

Palangka Raya, 2018, h. 3. 
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Km
2
. Berdasarkan data tersebut maka Kecamatan terluas adalah kecamatan Rakumpit 

dan Kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pahandut.
79

 

Gambar.1. Peta Administrasi Kota Palangka Raya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://beautypalangkarayacity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-

iklim-dan.html 
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Gambar.2. Wilayah Terluas Menurut Kecamatan 

Di Kota Palangka Raya 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gambar dari BPS Kota Palangka Raya 2017 

Kecamatan Jekan Raya secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, bagian Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan 

bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. 

Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu, Kelurahan Menteng, 

Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Ketimpun. 

Berdasarkan data tersebut maka Kelurahan Bukit Tunggal merupakan kelurahan terluas 

sedangkan Kelurahan Palangka merupakan Kelurahan tersempit. 

Kecamatan Pahandut secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Selatan berbatasan dengan 
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Kecamatan Sabangau, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Jekan  Raya, dan 

bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Sabangau. Kecamatan Pahandut terdiri 

dari 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan 

Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan 

Pahandut Seberang. 

Kecamatan Sabangau secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut dan Kabupaten 

Pulang Pisau, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 

(enam) Kelurahan yaitu Keluarahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan 

Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Bereng Bengkel, dan Kelurahan 

Danau Tundai.
80

 

2. Demografi 

a) Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya 

tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2017 

sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. 

Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52.09% penduduk 

                                                           
80

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kecamatan Sabangau Dalam Angka 2017, Katalog 

1102001.6271011,Palangka Raya : BPS Kota Palangka Raya, 2017, h. 3. 
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Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan 

Raya menjadi Kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap km
2
.
81

 

Kecamatan Jekan Raya menjadi Kecamatan terpadat dengan 143,508 orang. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Jekan Raya tahun 2017 sebanyak 143.508 jiwa, 

terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di 

Kelurahan Palangka dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Petuk 

Ketimpun.
82

 

Jumlah penduduk di Kecamatan Pahandut tahun 2017 sebanyak 96.723 jiwa, 

terdiri dari 49.418 laki-laki dan 47.305 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di 

Kelurahan Langkai dan penduduk paling seidikit terdapat di Kelurahan Tumbang 

Rungan.
83

 

Jumlah penduduk di Kecamatan Sabangau tahun 2017 sebanyak 17.922 

jiwa, terdiri dari 9.303 laki-laki dan 8.619 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat 

di Keluarahan Kereng Bangkirai dan yang paling sedikit terdapat di Kelurahan 

Danau Tundai.
84

 

b) Jumlah Rumah Tangga 

Berdasarkan data proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Tengah diperoleh data rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2017 berjumlah 
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 Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka 2018, h. 47. 
82

Ibid., h. 52. 
83

Ibid., 
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Ibid,. 
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Pahandut Sabangau Jekan Raya Bukit Batu Rakumpit

Rumah Tangga 

72.663 rumah tangga. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2020 

diperoleh data rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya tahun 2017 berjumlah 

38.828 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah 

tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Pahandut tahun 2017 

berjumlah 24.778 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota 

rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Sabangau tahun 

2017 berjumlah 4.435 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata 

anggota rumah tangga 4 (empat) orang.
85

 

Gambar.3.Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan 

di Kota Palangka Raya tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan TengahTahun 2010-2020 

di BPS Kota Palangka Raya 
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B. Penyajian Data dan Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia 

Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya 

Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tertera dalam UU. No. 22 Tahun 1946 

bersifat mengatur tentang persyaratan dan tata cara pernikahan bagi para pasangan yang 

ingin menikah, tetapi KUA juga berfungsi sebagai pembimbing atau konseling bagi 

pasangan calon pengantin yang ingin menikah dengan memberikan bimbinga perkawinan 

sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga kedepannya. 

Hal ini perlu diketahui bagaimana peran KUA dalam menjalankan program bimbingan 

pernikahan bagi usia nikah Kecamatan se-Kota Palangka Raya yang terutama 5 KUA 

Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Pahandut, KUA Kecamatan Jekan Raya, KUA 

Kecamatan Bukit Batu, KUA Kecamatan Sabangau, dan KUA Rakumpit. 

1. Penyajian Data Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah 

a. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya 

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang 

berinisial MH dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah 

menyatakan yaitu: 

“Menurut aku banyak manfaat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin usia nikah yang dilaksanakan di Kementerian agama. Pertama, 

supaya calon pengantin siap mental dalam membina rumah tangga karena akan kita 

beri materi. Kedua, calon pengantin mampu menghadapi berbagai masalah yang 

timbul dalam rumah tangga. Ketiga, calon pengantin mampu memahami hak dan 

kewajiban mereka, jadi penting bagi mereka sebelum mengarungi kehidupan rumah 
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tangga dan memasuki ke jenjang pernikahan penting bagi mereka terlebih dahulu 

untuk hak dan kewajiban mereka baik sebagai seorang suami maupun sebagai 

seorang istri. 

Calon pengantin tentu ketika kita berikan bimbingan perkawinan itu 

diberikan bimbingan ilmu agama terlebih dahulu, supaya mereka benar-benar 

memahami tentang bagaimana membangun rumah tangga sebelum mereka masuk 

dalam pernikahan. Di antara salah satu materi juga bagaimana kita berupaya untuk 

memberikan pengertian tentang berbagai macam masalah-masalah yang akan nanti 

dihadapi dalam rumah tangga, ketika kita memberikan bimbingan maka paling 

tidak ini akan mampu nanti mengurangi angka perceraian yang sekarang ini luar 

biasa di mana setiap tahunnya angka perceraian bertambah dengan berbagai macam 

latar belakang masalah. 

Agar mereka memahami tujuan dalam membangun rumah tangga dan dapat 

bekal sebagai upaya menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 

Mungkin itu menurut aku beberapa tujuan dari pentingnya pelaksanaan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. 

Kegiatan bimbingan perkawinan merupakan program dari Kementerian 

Agama yang dibiayai dari PNBP nikah rujuk, maka tentu dalam pelaksanaan 

bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama mengacu 

kepada keputusan Bimbingan Masyarkat Islam (BIMAS Islam) No. 373 Tahun 

2017 yakni tentang Joknes bagi calon pengantin, termasuk di dalam penyampain 

materi yang disampaikan juga mengacu kepada joknes yang.  

Ada Delapan (8) materi yang kita sampaikan ketika melaksanakan 

pelaksanaan bimbingan perkawinan dan waktunya pun sesuai dengan joknes yang 

ada dengan durasi 16 Jam pelajaran, jadi proses bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin yang kami laksanakan tentu mengacu kepada joknes yang ada karena ini 

adalah merupakan program Kementerian Agama yang dibiayai oleh PNBP nikah-

rujuk”.
86

 

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya 

1) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit yang 

berinisial W beliau menyatakan yaitu: 

“Perlu adanya bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin 

usia nikah dikarenakan kebanyakan dari calon pengantin itu sendiri belum 

memahami bagaimana hidup berumah tangga yang sebenarnya dengan 
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memberikan ilmu sebagai bekal mereka tentang apa saja yang perlu 

dipersiapkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. 

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah 

diharuskan (wajib) mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama sebelum 

hari dilaksanakannya pelaksanaanya akad nikah untuk memberikan bimbingan 

dan penjelasaan tetang hakikat kehidupan rumah tangga antara suami-istri 

dengan berpakaian rapi dan sopan”.
87

 

2) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut yang 

berinisial H menyatakan yaitu: 

“Program ini sangat penting sekali dilakukan atau dilaksanakan kepada 

catin yang mau melaksanakan pernikahan di KUA karena mereka yang mau 

melaksanakan pernikahan ini rata-rata adalah mereka yang belum pernah 

melaksanakan pernikahan atau yang belum menikah. Tentu hal ini harus 

diberikan bekal ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu-ilmu pengetahuan 

umum yang sifatnya untuk bisa membina rumah tangga yang baik. Tentunya 

pihak KUA bisa memberikan bimbingan baik lewat penyuluh maupun lewat 

para penghulu-penghulu yang biasa melaksanakan bimbingan terhadap para 

catin yang melaksanakan perkawinan di KUA, karena disamping itu juga 

mereka dua pasangan ini supaya bisa menjadi keluarga yang baik dan keluarga 

yang harmonis yang bisa saling memahami dan juga bisa saling bekerja sama 

dalam rumah tangga, agar supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, 

wa rahmah yang ingin kita semua harapkan. 

Pihak KUA memberikan bimbingan-bimbingan kepada para catin itu 

sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan mereka, bahkan ada juga pengalaman-

pengalaman dari teman yang sudah membina rumah tangga bagaimana supaya 

rumah tangga itu bisa terwujud seperti apa yang pihak KUA harapkan yakni 

keluarga yang baik lahir dan bathin yaitu keluarga yang sejahtera. Paling 

penting kedua belah pihak kita betul-betul bisa memberikan bimbingan, arahan, 

dan wajengan kepada mereka. Di samping kita memberikan arahan ataupun 

hal-hal yang lain kita tentunya juga bisa memberikan motivasi kepada mereka 

supaya mereka betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya, 

terutama istri dia harus mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya sebagai 

seorang istri serta seorang suami bagaimana hak dan kewajibannya sebagai 

seorang suami yang bisa mengayomi dan melindungi istri bahkan anak-anaknya 

dia bisa menjadi Imam dalam keluarga. Jika kita tidak memberikan bimbinga 
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ataupun arahan kepada mereka yang mau melaksanakan pernikahan itu bisa 

nantinya rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak sedikit 

yang terjadi perceraian akibat kesalahpahaman mereka, tapi jika sudah 

diberikan bimbingan dan arahan tentunya mereka bisa mengerti dan saling 

memahami antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri, inilah yang 

paling penting kita lakukan dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang kawin di KUA. 

Kami di KUA sudah terjadwal dan memberikan jadwal kepada mereka 

minimal dua hari sebelum mereka melaksanakan pernikahan, maka mereka di 

wajibkan untuk datang ke KUA mendengarkan daripada penasehatan atau 

bimbingan perkawinan dari teman-teman baik dari penghulu maupun penyuluh 

agama, supaya mereka betul-betul siap mentalnya untuk menjadi seorang suami 

dan istri karena pernikahan tadi bukan ingin dicoba, bukan ingin di main-main, 

atau ingin sementara, Tetapi sepanjang hidup disitulah berbagai macam gejolak 

atau pengalaman-pengalaman yang dihadapi tentunya harus keduanya bisa 

dengan sabar dengan menerimanya, kemudian bisa dengan musyawarah kalau 

ada permasalahan, jadi bukan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah 

bimbingan-bimbingan di KUA itu di mana kami lakukan minimal 2 hari 

sebelum mereka melaksanakan pernikahan. 

Setelah KUA memberikan bekal kepada mereka tentang masalah 

membina rumah tangga yang baik dan fase apa yang dilakukan dalam 

kehidupan berumah tangga, ini tentunya untuk mencapai suatu kebahagiaan 

karena seorang pengantin tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk 

mencapai suatu kebahagiaan lahir dan bathin serta kebahagiaan dunia dan 

akhirat”.
88

  

3) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau yang 

berinisial LH menyatakan sebagai berikut: 

“Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah menurut 

kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau memiliki makna dalam 

pembekalan diri bagi calon pengantin agar calon pengantin tersebut memahami 

tentang keluarga serta permasalahannya dalam cara membina keluarga dan 

mempersiapkan pernik yang kokoh agar menjadi keluarga yang sakinah, 

mawaddah, wa rahmah. 

Bagaimanapun juga bimbingan perkawinan ini untuk membangun 

keluarga sakinah, mrencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika perkawinan, 
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kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan keluarga dalam 

menghadapi tantangan kekinian, dan menggunakan hukum untuk melindungi 

keluarga. 

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah, para 

calon pengantin diharuskan datang ke-KUA sebelum hari akad nikah dengan 

berpakaian rapi seperti berhijab bagi peremuannya dan bagi laki-laki berpakain 

sopan dengan tidak menggunakan calana di atas lutut. Setelah mereka 

mengetahui syarat dan ketentuan program tersebut barulah mereka diberikan 

bimbingan dan penjelasan prosesi akad nikah”.
89

 

4) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamtan Bukit Batu yang 

berinisial AB menyatakan yaitu: 

“Di dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa nikah/ perkawinan 

adalah sah. Hukum masing-masing agama kepercayaan ketentuan syari„ah dan 

rukun di dalam perkawinan itu sendiri. Tiap-tiap perkawinan harus di catat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu penghulu 

atau kepala KUA memberikan bimbingan dan mensosialisasikan Undang-

Undang dan hukum munakahat untuk sah perkawinan yang sesuai dengan 

Undang-Undang Perkawinan maupun hukum agamanya. 

Bila mereka yang mau melaksanakan nikah, pasangan suami-istri atau 

calon pengantin yang sudah mendaftar nikah, maka selama pendaftaran 10 hari 

tersebut, kita gunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas 

secara administrasi dan hukum syarat rukunnya nikah dan tiga hari sebelum 

pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di luar KUA. Di luar KUA kita kasih 

kwitansi yang kita cetak dari simponi mereka untuk menyetorkan biaya nikah 

ke bank dengan membawa kode bling yang sudah tertera dalam kwitansi 

tersebut. Baru mereka dapat kwitansi dari bank dan sampaikan ke KUA dan 

surat dari Puskesmas baik untuk tetanus toksoid maupuan perikas urin dan 

kesehatan lainnya. Setelah selesai pemerikasaan tersebut barulah kita 

memberikan bimbingan masalah perkawinan dan masalah rumah tangga yang 

harmonis sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkawinan. 

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah kita 

melaksanakan sosialisasi di masyarakat melalui pengujian majelis ta‟lim pada 

hari jum„at pada ayat se Kecamatan Bukit Batu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa nikah adalah hukum lahir dan bathin 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai tujuan 
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membentuk dan membina rumah tangga bahagia dan sejahtera berdasarkan 

kepercayaan masing-masing”.
90

 

5) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya yang 

berinisial S menyatakan yaitu: 

“Tujuan diadakanannya bimbingan perkawinan di KUA maupun di 

Kementerian Agama adalah ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat 

perceraian yang terjadi selama ini, diharapkan para calon pengantin bisa 

membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak 

pengantin atau calon pengantin usia pra nikah yang telah mengerti tentang 

mengelola keluarga. 

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA ketika para 

calon pengantin mendaftar ke KUA untuk nikah, maka pihak KUA akan 

memberitahukan kepada calon pengantin yang bersangkutan bahwa mereka 

akan diberikan bimbingan perkawinan, setelah diadakan jadwal bimbingan 

perkawinan maka para calon pengantin di wajibkan untuk berhadir mengikuti 

bimbingan tersebut dengan berpakaian sopan dan rapi”.
91

 

c. Persepsi Calon Pengantin dalam Program Bimbingan Perkawinan 

1) Tanggapan Responden I terhadap Bimbingan Perkawinan 

Calon pasangan pengantin yang menanggapi bimbingan perkawinan 

tersebut adalah pasangan A dan M di Jl. Marina Permai III, di mana dalam pre 

test pada hari Minggu 12-Agustus-2018 mereka menyatakan bahwa alasan 

mereka mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan ingin membangun 

kehidupan rumah tanga dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa 

rahmah, serta memiliki momongan  serta menjadi keluarga yang rukun, bahagia, 

dan memiliki kehidupan yang mapan.
92

 

2) Tanggapan Responden II terhadap Bimbingan Perkawinan 

Calon pasangan pengantin yang menanggapi bimbingan perkawinan 

tersebut adalah pasangan PR dan R di di Jl. Pantai Cemara Labat II, di mana 
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dalam pre test pada hari Minggu 12-Agustus-2018 mereka menyatakan bahwa 

alasan mereka mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan ingin lebih 

bersyukur atas yang telah mereka raih serta memiliki keluarga yang hangat dan 

saling mendukung, hunian yang nyaman, kesehatan, dan pekerajaan yang 

menyenangkan.
93

 

3) Tanggapan Responden III terhadap Bimbingan Perkawinan 

Calon pasangan pengantin yang menanggapi bimbingan perkawinan 

tersebut adalah pasangan RH dan NH, di mana dalam pre test pada hari Minggu 

12-Agustus-2018 mereka menyatakan bahwa alasan mereka mengikuti 

bimbingan perkawinan dikarenakan mereka menginginkan menjadi keluarga 

yang sakinah, mawadah, wa rahmah, serta saling memahami dan mengasihi, 

memiliki keturunan yang berkualitas dengan menjalani kehidupan syari„at Islam 

dan memiliki anak yang taat kepada orang tua.
94

 

2. Analisis Calon Pengantin Usia Nikah Perlu Bimbingan Perkawinan 

a. Hakikat Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam Kota Palangka Raya 

Dalam program bimbingan perkawinan, calon pengantin usia nikah perlu 

melaksanakan bimbingan perkawinan karena Kepala Seksi Bimbingan Masarakat 

Islam (KASI BIMAS ISLAM) mengatakan bahwa bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin usia nikah merupakan hal yang paling penting dalam bimbingan 

tersebut adalah tentang ilmu agama supaya para pasangan ini benar-benar 

memahami tentang bagaimana membangun rumah tangga sebelum mereka 

kejenjang pernikahan.
95
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Salah satu materi adalah bagaimana upaya untuk memberikan pengertian 

tentang berbagai macam masalah-masalah yang nanti akan di hadapi dalam rumah 

tangga ketika kita memberikan bimbingan, setidaknya bimbingan ini akan mampu 

mengurangi angka perceraian yang sekarang ini luar biasa karena setiap tahunnya 

angka perceraian sering bertambah dengan berbagai macam masalah. Hal ini 

bertujuan dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dapat bekal (ilmu) 

sebagai upaya menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
96

 

b. Tujuan Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan se-Kota Palangka Raya 

Pernyataan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di atas merupakan 

keberlakuan hak bagi calon pengantin usia nikah agar mengikuti bimbingan 

perkawinan untuk memahami kehidupan berumah tangga yang juga dinyatakan oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit bahwa perlu adanya bimbingan 

perkawinan bagi pasangan calon pengantin usia nikah dikarenakan kebanyakan dari 

calon pengantin itu sendiri belum memahami bagaimana hidup berumah tangga 

yang sebenarnya dengan memberikan ilmu sebagai bekal mereka tentang apa saja 

yang perlu dipersiapkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
97
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Bimbingan perkawinan sangat penting sekali bagi calon pengantin usia 

nikah, di mana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut mengatakan 

bahwa mereka yang mau melaksanakan pernikahan rata-rata belum pernah 

melaksanakan pernikahan atau belum menikah sama sekali. Hal ini tentu harus di 

berikan bekal tentang ilmu-ilmu pengetahuan agama atau ilmu-ilmu umum yang 

sifatnya untuk membina kehidupan rumah tangga yang baik, tentunya pihak KUA 

Kecamatan Pahandut bisa memberikan bimbingan baik melalui penyuluh maupun 

penghulu-penghulu yang sudah biasa melaksanakan bimbingan perkawinan kepada 

para calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di KUA. Bimbingan ini 

diharapkan agar kedua pasangan calon pengantin bisa menjadi keluarga yang 

sakinah dan harmonis yang bisa saling memahami dan kerja sama dalam rumah 

tangga supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
98

   

Hal ini disetujui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, 

di mana beliau mengatakan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia 

nikah agar calon pengantin tersebut memahami tentang keluarga serta 

permasalahannya dalam cara membina keluarga dan mempersiapkan pernik yang 

kokoh agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
99
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Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu mengatakan 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan kewajiban 

mereka karena hal tersebut tertera dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagai syarat dan 

rukun di dalam perkawinan yang berlaku, karena itu penghulu Kepala KUA harus 

memberikan bimbingan dan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan 

hukum munakahat sebagai sahnya perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang 

Perkawinan dan hukum agama (munakahat).
100

 

c. Alasan Calon Pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan 

Calon pengantin yang bernama A dan Mdi Jl. Marina Permai III menyatakan 

bahwa mereka mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan ingin membangun 

kehidupan rumah tanga dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, 

dan memiliki momongan  serta menjadi keluarga yang rukun, bahagia, dan memiliki 

kehidupan yang mapan.
101

 

Calon pengantin yang lainnya yang bernama PR dan R, di Jl. Pantai Cemara 

Labat II juga menyatakan bahwa ingin lebih bersyukur atas yang telah mereka raih 

serta memiliki keluarga yang hangat dan saling mendukung, hunian yang nyaman, 

kesehatan, dan pekerajaan yang menyenangkan.
102
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Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan ialah RH dan NH, 

di mana mereka menginginkan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa 

rahmah, serta saling memahami dan mengasihi, memiliki keturunan yang 

berkualitas dengan menjalani kehidupan syari„at Islam dan memiliki anak yang taat 

kepada orang tua.
103

 

Pernyataan para calon pengantin dalam bimbingan perkawinan dapat 

disimpulkan bahwa mereka menginginkan keluarga yang bahagia dan mempunyai 

keturunan yang sehat atas dasar hukum keluarga Islam dengan menjunjung tinggi 

syari„at Islam agar kehidupan rumah tanga mereka menjadi keluarga yang sakinah, 

mawaddah, wa rahmah. 

d. Analisa Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah 

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dari seluruh 

perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya dan Ketua 

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, dapat dinyatakan bahwa 

tujuan bimbingan perkawinan agar pasangan suami istri memiliki ilmu pengetahuan 

agama terhadap menghadapi mahligai rumah tangga untuk kedepannya agar 

mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 

Hal ini harus dilihat dari konsep al-dzari‟ah yang menjadi dua jenis. Al-

dzari‟ah jenis pertama termasuk perbuatan-perbuatan buruk dan harus ditutup, 

itulah yang disebut dengan sad al-dzari‟ah. Penutupan yuridis terhadap perbuatan-
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perbuatan tersebut bisa dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot 

mafsadah yang akan ditimbulkan. Al-dzari‟ah jenis kedua termasuk perbuatan-

perbuatan baik dan harus dibuka kesempatan untuk melakukannya, disebut dengan 

fath al-dzari‟ah. Pembukaan peluang untuk melakukannya bisa dengan wajib, 

mandub atau mubah.
104

 

Dalam laman berita online dinyatakan bahwa tingkat perceraian untuk tahun 

2016 hingga Februari 2017 di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), menunjukkan 

angka yang cukup mencengangkan. Hanya dalam kurun waktu 14 bulan, kasus 

perceraian yang tercatat di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya 

sebanyak 3.282 kasus. Pada tahun 2016, kasus perceraian yang terjadi di Kalteng 

dan tercatat di PTA dari 6 wilayah yaitu Kota Palangka Raya, Pangkalan Bun, 

Muara Teweh, Buntok, Kuala Kapuas dan Sampit, sebanyak 659 cerai talak atau 

pihak suami yang meminta perceraian dan 2.129 cerai gugat perceraian yang 

diminta oleh istri. 

Berdasarkan daerahnya, tahun 2016 kasus perceraian tercatat Kota Palangka 

Raya sebanyak 463 kasus, Pangkalan Bun sebanyak 721, Muara Teweh sebanyak 

249, Buntok sebanyak 165, Kuala Kapuas sebanyak 433 dan Sampit sebanyak 757 

hingga untuk Tahun 2016 tercatat sebayak 2.788 kasus baik cerai talak maupun 

cerai gugat. Untuk Tahun 2017 selama 2 bulan terakhir, tercatat telah terjadi 

sebanyak 632 kasus perceraian yang tercatat di PTA Palangka Raya. Masalah ini, 
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dapat disebabkan oleh berbagai aspek, baik masalah ekonomi, pihak ketiga, kawin 

paksa, bahkan karena pernikahan yang terjadi saat pasangan yang masih dibawah 

umur hingga belum memiliki kesiapan dalam menjalani hubungan berumah 

tangga.
105

 

Pernyataan tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah 

agar mendapatkan konseling terhadap ilmu pengetahuan agama dan perkawinan 

(Undang-Undang Perkawinan) memiliki unsur menutup dampaknya angka 

perceraian yang begitu pesat meningkat karena sadd ad-Dzari„ah dalam pandangan 

Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah berfungsi sebagai kehujjan keadaan tertentu 

untuk menggunakannya namun menolaknya pada keadaan yang lain (perceraian).
106

 

Hal ini membuktikan bahwa sadd ad-Dzari„ah dalam bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan langkah yang harus di 

lakukan karena bimbingan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memberikan 

ilmu pengetahuan tentang mahligai rumah tangga dan kewajiban keluarga, tetapi 

sebagai menutup jalan kemafsadatan bagi pasangan suami-istri agar tidak terjadinya 

perceraian yang kemungkinan besar berdampak buruk terhadap anak dan kehidupan 

sosial, sehingga kegiatan ini juga berhasil dilakukan di Kantor Kementerian Agama 
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Kabupaten Wajo untuk memberikan bekal bagi calon pengantin sebagai persiapan 

dalam mengarungi mahligai rumah tangga. 

Melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (Bimwin) 

sebagai bekal bagi yang akan menikah untuk menuju keluarga Sakinah, 

Mawaaddah, Wa Rahmah. Kegiatan ini biasanya di suguhkan beberapa materi 

dalam merajuk bahtera rumah tangga agar meminimalisasi angka perceraian. Salah 

satunya dengan mengadakan program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin (Bimwin) yang diadakan oleh Seksi Bimas Islam di Aula Kantor 

Kementerian Agama Kab. Wajo. Kegiatan ini di laksanakan selama dua hari dari 2-

3 Oktober 2019. diikuti sebanyak 50 peserta calon pengantin dari beberapa 

Kecamatan.
107

 

Tujuan memberikan pendidikan (ilmu) tentang hukum negara dan agama 

suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-

tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat.
108

 Tujuan adanya pendidikan agama 

dan negara itu sendiri bertujuan untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.
109

 Hal ini dinyatakan 

dalam Qur„an ar-Rum ayat 21 berikut: 
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نىكيمَْٰمىوىدَّةنَٰكىمًنَْٰ َٰلىكيمَْٰمًنَْٰأىنػْفيسًكيمَْٰأىزْكىاجناَٰلتًىسْكينيواَٰإًلىيػْهىاَٰكىجىعىلىَٰبػىيػْ لىقى آيىاتوًًَٰأىفَْٰخى
َٰيػىتػىفىكَّريكفىََٰٰٓ  كىرىحْمىةنَٰ َٰلقًىوْوـ يىاتو َٰلَى  .110إًفََّٰفَِٰذى لًكى

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
111

 

Makna “litaskunu” menurut ulama tafsir adalah bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang damai, saling mencintai dan hidup tentram berbahagia,
112

 dengan 

kata lain keluarga sakinah, yang berdampak pada terbentuknya pondasi keluarga 

yang kuat, dan tidak gampang terjadi perceraian.
 
 Kata “sakinah” sendiri adalah 

berasal dari bahasa Arab, yang berarti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, 

mantap dan memperoleh pembelaan”.
113

 

Tafsir qur„an terhadap tujuan untuk mencapai keluarga yang damai, saling 

mencintai dan berbahagia merupakan jalan terpenting dalam membentuk keluarga 

sakinah adalah bagaimana upaya pembinaan keluarga sejak awal (sebelum) 

pernikahan, pendidikan yang Islami dalam sebuah keluarga dan diselaraskan dengan 

fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat.
114

 Tujuan adanya program 

bimbinangan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan memiliki 
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fungsi untuk mencapai tujuan dan fungsi bimbingan perkawinan itu sendiri yang 

ada di tabel berikut ini: 

Gambar 4 Tujuan dan Harapan Bimbingan Perkawinan
115

 

No. Tujuan Harapan 

1. Merespon problema perkawinan 

dan keluarga Indonesia (berbasis 

data/bukti) 

Menurunkan tingkat perceraian 

sampai 5% pertahun 

2. Mempersiapkan calon pengantin 

agar terhindar dari problema 

perkawinan yang umum terjadi 

Menurunkan jumlah nikah usia 

anak sampai 1% pertahun 

3. Meningkatkan kemampuan 

calon pengantin mewujudkan 

keluarga sakinah 

Index SDM Indonesia meningkat 

menjadi peringkat 30 besar dunia 

 

3. Analisis Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah 

a. Proses Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam Kota Palangka Raya 

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mengatakan bahwa proses 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan program dari 

Kementerian Agama yang di biayai oleh PNBP nikah-rujuk, tentu dalam 

pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama 

mengacu kepada keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 

373 Tahun 2017.  

Peraturan ini sebagai rujukan bagi calon pengantin sebagai acuan bimbingan 

perkawinan, termasuk dalam penyampaian materi yang disampaikan juga mengacu 

                                                           
115

Kebijakan Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam: Kementertian Agama Republik Indonesia. 



74 

 

 

kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017, 

sehingga ada Delapan (8) materi yang di sampaikan ketika melaksanakan 

bimbingan perkawinan dan waktunya sesuai dengan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat tersebut memiliki jangka waktu selama dua hari dengan durasi 16 Jam 

pelajaran.
116

 

Dalam Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon 

Pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pra nikah dengan 

diberikannya materi pre tes sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan 

registrasi. 

b. Proses Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan se-Kota Palangka Raya 

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah menurut 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu mengatakan bahwa proses 

bimbingan tersebut dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui 

pengajian Majelis Ta„lim setiap hari Jum„at, materi yang diberikan kepada calon 

pengantin berdasarkan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

pasal 1 bahwa perkawinan merupakan hak lahir dan batin antara seorang laki-laki 

                                                           
116

H. Muhdianor Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, wawancara 

pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:08 WIB. 



75 

 

 

dengan seorang perempuan yang bertujuan membentuk dan membina rumah tangga 

bahagia dan sejahtera berdasarkan kepercayaan masing-masing.
117

 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, Jekan Raya, dan 

Sabangau mengatakan bahwa proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

usia nikah ketika mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat mereka di 

beritahukan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diharuskan (wajib) 

mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama sebelum hari dilaksanakannya 

pelaksanaanya akad nikah untuk memberikan bimbingan dan penjelasaan tetang 

hakikat kehidupan rumah tangga antara suami-istri dengan berpakaian rapi dan 

sopan,
118

 jika mereka ingin melaksanakan pernikahan dan calon pengantin yang 

sudah mendaftar (nikah) maka selama pendaftaran hari waktu tersebut biasanya 

akan digunakan oleh KUA untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas 

secara administrasi, baik hukum syarat dan rukunnya serta tiga hari sebelum 

pelaksanaan akad nikah baik di KUA maupun di luar KUA
119

, setelah semuanya 

sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum administrasi Kantor Urusan Agama, 
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baru di kasih bimbingan perkawinan tentang perkawinan dan masalah berumah 

tangga yang harmonis sesuai amanah Undang-Undang Perkawinan.
120

 

Proses bimbingan di KUA tersebut biasanya sudah terjadwal, di mana 

bimbingan tersebut diberikan jadwal kepada catin minimal Dua (2) hari sebelum 

mereka melaksanakan pernikahan. Calon pengantin di wajibkan untuk datang ke 

KUA mendengarkan daripada penasehatan dan bimbingan perkawinan dari 

penghulu maupun penyuluh agama, supaya mereka benar-benar siap mentalnya 

untuk menjadi seorang suami dan seorang istri karena pernikahan ini bukan untuk di 

coba, untuk main-main, atau untuk sementara, tetapi pernikahan ini adalah 

sepanjang hidup berbagai macam gejolak sebagai pengalaman yang akan dihadapai 

yang tentunya harus keduanya bisa dengan sabar menerimanya, kemudian bisa 

dengan musyawarah jika ada permasalahan, sehingga bimbingan perkawinan 

berusaha untuk menghindari sesuatu yang buruk. Kantor Urusan Agama juga 

memberikan bekal tentang masalah kehidupan rumah tangga yang baik, kiat-kiat 

apa yang dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk 

mencapai suatu kebahagiaan bagi kedua calon pengantin karena seorang pengantin 

tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai suatu kebahagaian lahir dan 

batin serta kebahagian dunia dan akhirat.
121
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Pihak KUA memberikan bimbingan-bimbingan kepada para catin sesuai 

dengan pengetahuan-pengetahuan mereka, bahkan ada pengalaman-pengalaman 

dari teman-teman yang sudah membina rumah tangga, di mana agar rumah tangga 

bisa terwujud apa yang kita harapkan yaitu keluarga yang baik lahir dan batin yakni 

keluarga yang sejahtera. Hal ini penting bagi kedua bagi kedua belah pihak calon 

pengantin usia nikah, di mana kita betul-betul memberikan bimbingan, arahan, dan 

wajengan kepada mereka, di samping memberikan arahan ataupun hal-hal yang lain 

yang tentunya bisa memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka bisa 

bertanggung jawab terhadap keluarganya terutama istri harus mengetahui 

bagaimana hak dan kewajibannya sebagai seorang istri serta hak dan kewajiban 

suami yang bisa mengayomi dan melindungi istri dan anaknya bisa menjadi imam 

dalam keluarga. Kepala KUA Kecamatan Pahandut mengatakan bahwa kalau tidak 

diberikan bimbingan perkawinan dan arahan kepada para calon pasangan suami istri 

dalam usia nikah yang ingin melaksanan pernikahan akan berakibat fatal bagi 

mereka dalam kehidupan rumah tangganya kurang berjalan dengan baik bahkan 

tidak sedikit terjadi perceraian akibat kesalahpahaman dalam menghadapi mahligai 

rumah tangga dalam hak dan kewajiban suami istri, tetapi jika sudah diberikan 

bimbingan dan arahan tentunya mereka bisa mengerti serta saling memahami antara 

kedua belah pihak baik suami maupun istri.
122
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Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah 

merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala 

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
123

 

c. Analisa Proses Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah 

Dalam proses bimbingan perkawinan, kebijakan tersebut di sampaikan 

melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Perkawinan Masyarakat Islam 

Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Pranikah Bagi Calon Pengantin, di mana bimbinga perkawinan pranikah bagi calon 

pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara 

sebelum pelaksanaan akad nikah, di mana tempat pelaksanaan tersebut bisa 

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian 

Kabupaten/Kota, atau tempat yang ditetapkan oleh penyelenggara. 

Dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin 

kurang dari 50 orang/25 pasangan, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa 

Kecamatan dan dikordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Kebupaten/Kota setempat. Proses bimbingan tersebut dinyatakan sebagai berikut: 
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1) Pada saat mendaftar kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, 

calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pra nikah tentang dasar 

perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang yang 

berhubungan dengan masalah keluarga. 

2) Calon pengantin mendatangi Puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan 

reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan 

dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari Puskesmas. 

3) Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang 

penasehat, dari unsur konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, 

Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah 

yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai: 

a) Membangun hubunga dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga 

sebanyak 2 jam. 

b) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam. 

4) Blanko surat pernyataan penasehatan yang telah disebutkan disediakan oleh 

Kantor Urusan Agama . 

5) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bgi calon 

pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
124
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Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

B. 2353/DT.III.II.IV/HM.00/05/2018 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 

Fasilisator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin peserta 

bimbingan tekinis terdiri dari konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, 

Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan, praktisi keluarga, pejabat setingkat 

eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau Kepala 

Seksi yang membidangi urusan Agama Islam di lingkungan Kantor Kementeraian 

Agama Kabupaten/Kota. Para peserta bimbinga teknisi memiliki persyaratan yang 

telah diakui oleh Kementerian Agama dengan syarat berpendidikan paling rendah 

S1, bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas fasilitasi bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin dengan mendatangani surat pernyataan kesediaan, 

dan telah memiliki pengalaman dalam penasehatan bagi calon pengantin sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dengan materi bimbingan teknisi sebanyak-banyaknya 32 

jam pelajaran yang terdiri dari materi inti sebanyak 21 jam pelajaran, materi 

kebijakan sebanyak 5 jam pelajaran, dan materi penunjang maksimal 6 jam 

pelajaran.
125

 

Proses bimbingan perkawinan dalam ketentuannya merupakan 

langkah/ambisius besar dalam menjalankan progres program keluarga yang sakinah, 

mawaddah, wa rahmah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kewenangan Kantor 
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Urusan Agama dalam bimbingan perkawinan hanya sebagai pelaksana dan 

fasilisator berfungsi sebagai orang yang memberikan ilmu, pengetahuan, 

pemahaman dalam bidang keilmuannya masing-masing yang telah diberikan oleh 

Kementerian Agama dalam memberikan ilmu pendidikan kepada calon pengantin 

tentang kesehatan, ilmu agama, ilmu perkawinan, dan ilmu tata cara berkeluarga. 

Kebijakan bimbingan perkawinan atau yang dikenal juga dengan pendidikan pra 

nikah ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. 

Dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 55 Allah berfirman: 

َٰتػىنػْفىعيَٰالْميؤْمًنًينىَٰ رَْٰفىإًفََّٰالذِّكْرىل   126.كىذىكِّ
Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
127

 

Ayat al-Qur„an di atas memiliki makna bahwa bimbingan perkawinan dalam 

tujuan normatifnya terutama di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang No 

20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan 

bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.
128
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Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan manusia yang 

berperikehidupan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan 

keindahan, kesempurnaan dan ketinggian derajatnya, menguasai dan memelihara 

alam dan tempat tinggalnya, dan terpenuhi hak-hak asasinya. Peri kehidupan seperti 

itu sesuai dengan tuntutan dimensi-dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, 

kesusilaan, keberagamaan manusia.
129

 

Konsep teori maslahah mursalah sebagai Istinbat hukum proses bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam rangka mencari kemaslahatan 

yang sesuai dengan syara, tanpa bertumpu langsung pada teks-teks atau makna nas 

tertentu. Dalam mengaplikasi metode maslahah mursalah Imam Malik 

berlandaskan pada tiga kemaslahatan manusia yakni, daruriyah, hajiyat, tahsiniyat. 

maslahah mursalah yang berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat daruri, 

yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk  memakai  metode  

maslahah  mursalah  secara  benar  dan  tidak disalahgunakan, Imam Malik secara 

teologis menetapkan tiga syarat, yaitu: 

1) Adanya  kesesuaian  antara  sesuatu  yang  mengandung  kemaslahatan  dan  

pokok (paradigma)  maslahah universal  yang  disebut  ushul,  dan tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil qath‟i sehingga sejalan dengan maslahah yang 

menjadi tujuan syara‟ meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun. 
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2) Kemaslahan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian 

dengan paradigm maslahah yang dapat diterima secara universal oleh para ahli 

logika. 

3) Dalam penggunanya, maslahah dapat menghilangkan kesulitan yang  sekiranya  

tidak  diterapkan,  niscaya  manusia  mengalami  kesulitan  itu. 

Para penganut teori maslahah mursalah, khususnya Mahdzab Maliki 

mengemukakan setidaknya ada tiga alasan, seperti Abu Zahrah kemukakan bahwa 

ketika para sahabat Rasulullah SAW telah menerapkan maslahah mursalah, 

Contohnya adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada di masa 

Rasulullah, sahabat, tabi„in dan tabi„at, tidak pernah dilakukannya proses 

bimbingan/kursus bagi calon pengantin yang ingin menikah karena pernikahan pada 

masa lampau hanya terfokus pada mahar dan rukun serta syarat pernikahan itu 

sendiri, tetapi di masa sekarang ada lembaga yang mempunyai peran khusus dalam 

menikahkan calon pengantin bahkan lembaga tersebut mempunyai andil dalam 

memberikan ilmu pengetahuan keagamaan dalam membingan masyarakat terutama 

bagi calon pengantin yang ingin menikah dengan diberikannya bimbingan 

perkawinan. 

Jika dikaitkan dengan maslahah mursalah maka Bimbingan Perkawinan 

bagi Calon Pengantin dalam Usia Pernikahan tidak ada dalam ketentuan hukum 

syara‟, tetapi mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi karena dalam kurikulum 
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bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memuat berbagai bekal dalam 

mengarungi kehidupan rumah tangga.
130

 

4. Data dan Analisis Monitoring Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon 

Pengantin Usia Nikah 

a. Kebijakan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia 

nikah merupakan pendayangunaan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Pranikah Bagi Calon Pengantin, di mana peraturan tersebut bermaksud untuk 

evaluasi dan supervisi bagi calon pengantin usia nikah berikut:
131

 

1) Direktor Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin 

ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan. 

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan 

bimbingan perkawinan. 

3) Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan untuk 
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mengetahui proses pelaksanaan administrasi dan manajemen pengelolaan 

keuangan bimbingan perkawinan. 

4) Tujuan monitoring dan supervise ialah: 

(a) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. 

(b) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. 

(c) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. 

(d) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan 

kegiatan. 

(e) Memberikan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-

hambatan selama kegiatan. 

(f) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. 

(g) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. 

5) Tujuan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program 

tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan. 

6) Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam 

keputusan ini.
132

 

b. Modeling Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah 

Monitoring bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah harus 

menyajikan data dalam dashboard Bimbingan Masyarakat Islam Pusat Data yang 

diharapkan juga bisa digunakan oleh bagian perencanaan sebagai bahan acuan 
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penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) di setiap 

satker dengan data yang terintegrasi dengan aplikasi e-Planning. Modul pelaksanaan 

bimbingan perkawinan mempunyai karakteristik berikut: 

1) Perkenalan dan kontrak belajar, memiliki tujuan membangun suasana pelatihan 

yang akrab, komunikatif, dan partisipatoris, serta memetakan latar belakang 

peserta bimbingan yang menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. 

Pelatihan ini menitik beratkan pada pegenalan secara umum terhadap seluruh 

materi yang akan disampaikan, perkenalan peserta, identifikasi harapan dan 

kekhawatiran, kesepakatan jadwal, bimbingan, dan kontrak belajar.
133

 

2) Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, di mana peserta 

mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup mengaitkannya dengan tujuan 

jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan 

status sebagai hamba Allah dan Khalifah di muka bumi termasuk perkawinan 

dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan 

dengan cita-cita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di akhirat kelak serta 

dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia.
134

  

3) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, di mana peserta mengenali hal-

hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya dalam 

mengenali kesadaran diri serta kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika 
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perkawinan. Peserta juga harus memahami persepktif Islam tentang dinamika 

hubungan keluarga, kompunen hubungan perkawinan, tahap perkembagan, 

hubunga dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan dan sikap membangun 

hubungan.
135

 

4) Memenuhi kebutuhan keluarga, sesi ini mengajak peserta untuk 

mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun 

keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pengetahuan merupakan 

langkah awal yang penting agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang 

sama, bagi kedua calon pasangan suami-istri dapat memahami cara mengatur 

strategi dalam menyelesaiakan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.
136

 

Selain yang telah disebutkan diatas, modeling monitoring bimbingan 

perkawinan begitu berbeda dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), di mana 

Kementerian Agama tidak hanya bergantung kepada Kantor Urusan Agama dalam 

menjalani program tersebut, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi 

Kementerian Agama Pusat bisa memonitoring bimbingan perkawinan dengan 

adanya data dan aplikasi khusus yang diberikan kepada calon pengantin untuk 

mengisis biodata mereka dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. 
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Dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah 

Bagi Calon Pengantin monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan panitia 

membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

meliputi pelaporan kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Lembaga (LPJ) 

keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

atau Kepala Seksi dengan tenggat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 

Laporan Pertanggungjawaban Lembaga (LPJ) tersebut meliputi: 

1) Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia. 

2) SK panitia dan narasumber. 

3) Bahan/materi bimbinga perkawinan bagi calon pengantin. 

4) Bukti kuitansi pengeluaran. 

5) Foto-foto kegiatan.
137 

Kementerian Agama mempunyai aplikasi bimbingan perkawinan yang 

bernama Sistem Informasi Manajeman Bimas Islam (SIMBI) yang beralamat di 

simbi.kemenag.go.id>bimwin dalam memonotoring kegiatan bimbingan 

perkawinan, di mana para calon pengantin dan fasilisator diwajibakan/diharuskan 

pendataan bimbingan peserta kegiatan yang meliputi perencaan bimbingan 

perkawinan Nasional/wilayah/Kabupaten/Kota/Kantor Urusan Agama dan peserta 
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kegiatan demi menuju integritas pusat data Islam Bimbingan Masyarakat Islam, 

sehingga ke depannya aplikasi bimbingan perkawinan menjadi aplikasi yang 

interaktif, menjadi data acuan bagi bagian perencanaan dan keuangan, dan acuan 

bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan. 

c. Analisa Monitoring dan Modeling Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin 

Usia Nikah 

Bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian 

bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai 

keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan 

bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok 

secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun 

tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara 

khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh 

kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfunsi dengan baik dan menciptakan 

cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
138

 

Monitoring yang dilakukan merupakan langkah besar dalam membangun 

program bimbingan perkawinan karena konstruksi hukum dari program Kursus 

Calon Pengantin (SUSCATIN) yang dianggap kurang mempuni dalam membangun 

keluarga yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam 

(munakahat). Adanya bimbungan perkawinan tersebut diharapkan mampu mengisi 
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kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi 

hukum untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau 

ketidakjelasan suatu peraturan perundangan-undangan dalam ilmu hukum dikenal 

dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Konstruksi (Rekayasa 

Hukum) terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), Determinasi 

(Penghalusan Hukum) dan Argumentasi A contrario yang akan dijelaskan sebagai 

berikut:
139

 

1) Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada 

dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan 

hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk 

hukum) lain. 

2) Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapakan hukum 

secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan 

hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak 

yang disalahkan. 

3) Argumentum a contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang 

sebaliknya misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang 

wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan 
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pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari, ketentuan tersebut 

tidak berlaku bagi seorang laki-laki.
140 

Kontruksi hukum itu sendiri tidak luput dari peran hak sipil dan hak politik 

dengan memberikan hak kepada individu atau wakulnya. Hal ini dinyatakan oleh 

Hans Kellsen dalam bukunya Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa„at yang berjudul 

Teori Hans Kellsen tentang Hukum bahwa aturan hukum merupakan hak individu 

atau wakilnya untuk ikut dalam proses hukum yang berkakhir pada pelaksanaan 

sanksi, terutama dapat dilihat dalam pembuatan norma individual dalam kasus 

perdata (perkawinan).
141

 

Mochtar Kusuma Atmadja dan Mahfud MD menyatakan bahwa politik 

hukum yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan 

kemana arah hukum itu dibangun dan ditegakkan seiring dengan dinamika 

masyarakat secara luas.
142

 Seyogyanya dasar hukum peradilan dituntut untuk 

memenuhi nilai-nilai yang oleh Gustaf Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar 

hukum. Nilai-nilai dasar tersebut adalah keadilan atau gerechtigkeit, kemanfaatan 

atau zweckmaeszikeit dan kepastian hukum atau rechtssicherkeit.
143
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Konstruksi hukum keluarga di Indonesia sebaiknya bisa bersifat adaptif 

dalam perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konsekuensinya. Salah 

satu perubahan keluarga adalah berkaitan dengan peran keluarga itu sendiri 

terutama peran sosial dan emosional, sekalipun peran keluarga kemudian bergeser 

menjadi peran ekonomis. Kondisi yang demikian mendorong konstruksi hukum 

yang mampu mengaktualisasikan peran normatif keluarga yang berorientasi kepada 

kebudayaan, moral keagamaan, kemandirian, orientasi prestasi dan kemandirian. 

Dalam membangun ke arah yang demikian, maka diperlukan suatu tindakan 

yang berkelanjutan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dengan 

sosialisasi peran emosi dalam keluarga. Peran emosi keluarga melalui jalur hukum 

tentu saja dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, konsultan keluarga, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, penegak hukum, dan atau pihak lain yang terkait. Oleh 

sebab itu, negara hendaknya memiliki kekuatan untuk mengatur proses sosialisasi 

peran emosi dalam keluarga sehingga tercipta keluarga sakīnah, mawaddah wa 

raḥmah.
144

 

Hal ini membuktikan bahwa kontruksi hukum merupakan upaya politik 

hukum atas dasar hak masyarakat dan politik itu sendiri terhadap keberlakuan 

hukum perkawinan terbentuk karena adanya komitmen untuk saling memberikan 

kasih sayang. Adanya beberapa perubahan fungi keluarga dalam kehidupan modern 
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menyebabkan kajian pendekatan yuridis belum mampu menyelesaikan kompleksitas 

masalah keluarga. 

Dalam hukum keluarga di Indonesia, pendidikan atau kursus pranikah belum 

dapat diimplementasikan dengan baik. Padahal pedoman untuk melaksanakan telah 

ada. Tetapi dalam praktiknya, terdapat beberapa kekurangan seperti; kursus 

pranikah dilakukan dalam waktu yang singkat, pemateri yang bukan ahlinya, dan 

sejumlah kendala teknis yang masih perlu dikonstruksi dalam hukum keluarga di 

Indonesia. Pendidikan keluarga atau konseling keluarga merupakan hal penting 

dalam meningkatkan antisipasi permasalahan keluarga yang muncul dan 

penyelesaian permasalahan keluarga dengan metode intepresentasi hukum yang 

baru dari kursus pra nikah menjadi bimbinga perkawinan sebagai upaya kontruksi 

hukum yang lebih baik dalam memberikan pendidikan kepada calon pengantin.
145

 

Bimbingan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
146

 Hal ini 

dinyatakan dalam QS ar-rumm [30]: 21:  

َٰلىكيمَٰمِّنَٰٓ  أىفَٰۦ ءىايى تًوًََٰٰٓ  كىمًن آَٰ  اَٰإًلىَٰٓ  كينيوٓ  اَٰلِّتىسٓ  كى جٓ  أىزَٰٓ  أىنفيسًكيمَٰٓ  خىلىقى ىى
َٰلأىََٰٰٓ  مىةنَٰٓ  كىرىحَٰٓ  نىكيمَٰمَّوىدَّةٓ  كىجىعىلىَٰبىَٰ  147َٰ.يػىتػىفىكَّريكفىََٰٰٓ  ـٓ  لِّقىوَٰٓ  يى تٓ  إًفََّٰفَِٰذى لًكى
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Ibid., h. 124. 
146

Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, h. 11. 
147

Ar-Ruum [30]; 21. 
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Artinya. “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Ruum [30]: 21).
148

 

Pada ayat al-Qur„an surah ar-Ruum [30] diatas, dapat dinyatakan bahwa 

pernikahan merupakan kehidupan yang hakiki sebagai makhluk ciptaan Allah 

dengan tujuan dari bimbingan perkawinan adalah membantu individu dalam 

mencegah timbulya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan 

berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, 

tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan 

pernikahan sesuai dengan syariat Islam. 

Hal ini sebagai progres keefektifan program bimbingan perkawinan yang 

saat ini menjadi tugas Kepala Kantor Urusan Agama Indonesia upaya perubahan 

langkah dari Kursus Calon Pengantin menjadi bimbingan perkawinan yang 

dinyatakan oleh H. Muhdianor Hadi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementrian Agama Kota Palangka Raya mengatakan bimbingan perkawinan 

bagi calon pengantin usia pernikahan memiliki banyak manfaat salah satunya ialah: 

1) Supaya calon pengantin siap mental dalam membina rumah tangga karena akan 

di beri materi tentang kehidupan rumah tangga. 

2) Calon pengantin mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam 

rumah tangga ketika akan di alami oleh pasangan suami-istri nanti. 

                                                           
148

Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 406. 
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3) Calon pengantin mampu memahami hak dan kewajiban suami-istri. 

d. Fungsional Kantor Urusan Agama dalam Menjalankan Bimbingan Perkawinan bagi 

Calon Pengantin Usia Nikah 

Batasan usia nikah bagi mereka (pasangan calon pengantin) sebelum 

mengarungi bahtera rumah tangga termasuk kedalam jenjang pernikahan mereka 

harus memahami tentang hak dan kewajiban suami-istri.
149

 Alasan yang paling 

utama ialah saat ini usia nikah bagi calon pengantin pasangan perempuan yang 

berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sudah tidak berlaku lagi karena batas umur 

atau usia nikah bagi calon pengantin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 1 

tahun 1974 di revisi dan dinyatakan bahwa batas minimal menikah yaitu baik laki-

laki dan perempuan sama-sama harus sudah menginjak usia 19 tahun.
150 

Salah satu alasan merevisi batas usia pernikahan adalah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di mana putusan tersebut menyatakan 

bahwa “tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak 

pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak 

konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-

hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan 

kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata 

berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas 

merupakan diskriminasi”. 

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan 

wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk 

                                                           
149

H. Muhdianor Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, wawancara 

pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:08 WIB. 
150

Tsarina Maharani, Aturan Batas Minimal Menikah Usia 19 Tahun Berlaku Efektif Sejak 

Diundangkan, Jakarta: DetikaNews, 2019, https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-

menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan, diakses pada hari Selasa 07-Oktober-2019, 09:47 

WIB.  
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membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, 

melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan 

pemenuhan hak anak.
151 

Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap 

kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum 

perkawinan terhadap kesetaraan batas usia nikah 19 tahun bagi calon pengantin 

laki-laki dan perempuan,  kesepadanan usia nikah bagi calon pengantin bagi harus 

berumur sepadanan (19 tahun) dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga 

kehormatan keduanya.
152

 Hal ini disebutkan dalam Qur„an Surah An-Nisa [4] ayat 6 

disebutkan sebagai berikut: 

ت لىُا  ٱو   ىَٰ ٱ ب  م 
ي ت َٰ ا ب ل غُىا   ل  تَّىَٰ  إذِ  اح  ٱح  ا ف   لنِّك  د  همُ  رُش  ن  تمُ مِّ ان س  ا  ٱف إنِ  ء  ف عُى  ل همُ    د  ى َٰ هِم  أ م  إلِ ي 

153
… 

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia) menikah. 

Ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka berikanlah harta-

harta mereka kepada mereka”. (QS. An-Nisa [4]: 6).
154

 

Syarat kedewasaan semakin penting terhadap konsep kesepadanan usia 

nikah dalam menjaga status sosial keluarga karena mereka yang hendak melakukan 

jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup terhadap 

kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan 

pendidikan. Kondisi tersebut agar mereka semakin mudah untuk memahami 

                                                           
151

Ibid,. 
152

Ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan 

Mandiri Calon Pengantin, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Islam, 2018, h. 30. 
153

An-Nisa [4]: 6.  
154

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 103. 
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perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu solusi untuk 

mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan waktu.
155

 

Dalam memonitoring bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

merupakan wewenang yang diberlakukan oleh Kementrian Agama pusat 

berdasarkan tinjauan fungsi bimbingan perkawinan itu sendiri. Kementerian Agama 

pusat dapat memantau langsung dengan diberikannya data aplikasi calon pengantin 

oleh Kantor Urusan Agama itu sendiri ketika pasangan calon pengantin mendaftar 

pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat dengan bimbingan tatap 

muka yang dilaksanakan selama 16 pelajaran (JPL) dengan dapat dilaksanakan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 

atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. 

Fasilisator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan 

Agama Kabupaten/Kota harus bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti 

Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya terutama para dosen jurusan 

syari„ah atau hukum keluarga dalam memberikan materi atau ilmu kepada para 

calon pengantin untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 
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Ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, Fondasi Keluarga Sakinah…, h. 31. 
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e. Gambaran Monitoring Bimbingan Perkawinan 

Formulir Monitoring dan Supervisi 

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Kementerian Agama Republik Indonesia 

Kabupaten/Kota/Provinsi :   

Tanggal Pelaksanaan :  

Tempat Pelaksanaan :  

Nama Penanggung Jawab/Handphone :  

Nama Ketua Panitia/Handphone :  

Nama Fasilisator/Handphone : 1. 

  2. 

Petugas Monitoring & Supervisor : 

a) Sarana dan Prasarana 

No Sarana dan Prasarana Hasil Penelitian 

1 2 3 4 5 

1 Tempat (keluasan) 
     

2 Kenyamanan Tempat 
     

3 ATK untuk peserta (pensil, Kertas/blacknote, 

dll)      

4 Buku Bacaan “Membangun Keluarga Sakinah” 
     

5 Perlengkapan (kertas HVS, Flipchart, papan 

tulis, spidol, solatip, laptop, LCD/infokus, dll)      

6 Soudnsystem/pengeras suara 
     

7 Daftar hadir peserta, fasilisator, narasumber 
     

8 Jadwal bimbingan 
     

9 Sertifikat 
     

10 Undangan untuk peserta 
     

 Catatan Lain: 

- 
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Ket: 

1 = Tidak ada 

2 = Tidak memadai 

3 = Kurang memadai 

4 = Cukup memadai 

5 = Sangat memadai (ada, sesuai, lengkap) 

b) Subtansi 

1. Fasilisator pelaksana BimwinCatin adalah orang yang sudah 

mengikuti BimtekToT yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia 

2. Modul diterapkan secara lengkap (16 jam pelajaran) 

1. Tahapan Materi Catatan 

a. Perkenalan dan kontrak belajar 

b. Menuju keluarga sakinah 

c. Mengelola dinamika perkawinan 

d. Memenuhi kebutuhan keluarga 

e. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga 

f. Mempersiapkan generasi berkualitas 

g. Mengelola konflik dan membangun ketehanan 

keluarga 

h. Refleksi, evaluasi, dan posttest 

- 

2. Fasilisator mengampu materi inti : 

Sessi Catatan 

a. Menuju keluarga sakinah (Ya/Tidak) 

b. Dinamika perkawinan      (Ya/Tidak) 

c. Kebutuhan keluarga         (Ya/Tidak) 

d. Mengelola konflik            (Ya/Tidak) 

 

3. Fasilisator selalu mendampingi di seluruh materi 

         Ya / Tidak 

4. Narasumber yang dilibatkan 

Materi Nama NS Instansi 

a.  a.   

Catatan   

5. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul) 

Materi Penerapan Catatan 

a. Perkenalan dan kontrak kerja 

b. Menuju keluarga sakinah 

c. Mengelola dinamika perkawinan 

Ya / Tidak 

Ya / Tidak 

Ya / Tidak 

Obseravasi 

hanya 

dilakukan di 
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d. Memenuhi kebutuhan keluarga 

e. Menjaga kesehatan reproduksi 

f. Menyiapkan generasi berkualitas 

g. Mengelola konflik 

h. Refleksi dan evaluasi 

Ya / Tidak 

Ya / Tidak 

Ya / Tidak 

Ya / Tidak 

Ya / Tidak 

hari 

pertama 

 

c) Kompetensi Fasilisator 

Nama Fasilisator  : 

Materi   : 

Penilaian Kompetensi Fasilisator oleh Pelaksana Monitoring 

Aspek Kompetensi Hasil 

1 2 3 4 

a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan 

dalam modul 

    

b. Fasilisator menguasai materi dan 

menyampaikannya sesuai dengan modul 

    

c. Fasilisator menggunakan dan menguasai metode 

seusai modul 

    

d. Fasilisator memberikan kesempatan yang cukup 

kepada peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, 

bertanya, berpendapat, menanggapi. 

    

e. Fasilisator menguasai dinamika kelas     

f. Fasilisator mengelola kelas secara efektif     

g. Fasilisator menggunakan bahasa yang 

komunikatif 

    

h. Fasilisator menggunakan media secara efektif     

i. Keterampilan membangaun suasana kelas secara 

kondusif dan menyenangkan 

    

j. Fasilisator berpenampilan profesional     

k. Fasilisator menyampaikan materi tanpa 

melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi 

    

Keterangan: 

1 = Kurang baik 

2 = Cukup baik 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

d) Pandauan Wawancara Kepada Calon Pengantin 

Kabupaten/Kota/Provinsi : 
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Tanggal Pelaksanaan : 

Identitas Reponden : 

Nama : 

Alamat : 

Handphone : 

1. Apakah anda mendapat undangan Bimbinga Perkawinan? 

…………………………………………… 

2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) anda mendapat undangan Bimwin? 

……………………………………………. 

3. Apakah anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya? 

…………………………………………… 

4. Apakah anda tahu kalau Bimwin dilaksanakan selama 2 hari penuh? 

…………………………………………… 

5. Apakah anda bekerja / tidak bekerja? 

…………………………………………… 

6. Apakah anda mendapat izin dari instansi/perusahaan anda bekerja? 

…………………………………………… 

7. Apakah anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah? 

…………………………………………… 

8. Apakah anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apasaja? 

…………………………………………… 

9. Mohon berikan kesan-kesan selama mengikuti Bimwin! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Calon pengantin usia nikah perlu diwajibkan bimbingan perkawinan pada Lima 

(5) Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya adalah panduan 

dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan memberikan bekal mereka 

tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam membangun kehidupan rumah 

tangga dan dapat bekal (ilmu) sebagai upaya menuju rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, wa rahmah 

2. Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah di Lima (5) 

Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya adalah pasangan 

calon pengantin yang sudah mendaftar nikah, maka selama pendaftaran 10 hari 

tersebut di gunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas secara 

administrasi dan hukum syarat rukunnya nikah, di mana waktunya dua atau tiga 

hari sebelum pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di luar KUA. Para calon 

pengantin nantinya akan diberikan kwitansi yang di cetak oleh Kantor Urusan 

Agama dari simponi mereka untuk menyetorkan biaya nikah ke bank dengan 

membawa kode bling yang sudah tertera dalam kwitansi tersebut, setelah selesai 

menyetor ke bank mereka dapat kwitansi dari bank dan sampaikan ke KUA dan 

surat dari Puskesmas baik untuk tetanus toksoid maupuan perikas urin dan 

kesehatan lainnya. Para calon pengantin kemudian di wajibkan untuk datang ke 
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Kantor Urusan Agama untuk mendengarkan penasehatan dan bimbingan 

perkawinan dari penghulu maupun penyuluh agama dengan berpakaian sopan 

dan rapi. 

3. Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah 

adalah calon pengantin dan fasilisator bimbingan perkawinan mengisi data di 

aplikasi atau website resmi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam, di mana 

lewat aplikasi atau website tersebut Kementerian Agama Pusat dapat melihat 

sistem atau penyelenggaran bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh 

Kantor Urusan Agama setempat atau Kementerian Agama setempat, karena 

dengan aplikasi atau website tersebut memudahkan dan lebih terorganisir 

penyelenggaraan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan. 

B. SARAN 

1. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah yang dilakukan oleh 

Enam (5) KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya harus dilakukan dengan 

pengoptimalan agar program ini tidak berhenti seperti halnya kursus calon 

pengantin karena program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sudah 

menjadi dasar kewajiban bagi setiap lembaga-lembaga pencatatat perkawinan 

sebagai faktor keutamaan dalam membina kehidupan rumah tangga. 

2. Proses yang diberlakukan oleh Enam (6) KUA Kecamatan se-Kota Palangka 

Raya sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat di mana dalam proses tersebut 

KUA tidak lepas tangan terhadap kehendak kedua pasangan calon pengantin, 
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tetapi KUA selalu mengawasi dan mengamati dengan memberikan bimbingan 

perkawinan untuk bekal bagi pasangan calon pengantin agar kehidupan rumah 

tangga mereka bahagia dunia-akhirat. 

3. Modeling pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak lagi berpusat kepada KUA, 

tetapi modeling bimbingan perkawinan di awasi langsung oleh Kementrian 

Agama Pusat dengan aplikasi yang sudah disediakan, sehingga modeling 

bimbingan perkawinan merupakan hal baru dari bimbingan/kursus calon 

pengantin sebelumnya. 
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